
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN 

NOMOR 000.8.3.3/ O.'L,UJ TAHUN 2024 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KOTA PEKALONGAN 

Menimbang 

Mengingat 

WALI KOTA PEKALONGAN, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, 
efektifitas, transparansi dan akuntabilitas 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
masyarakat dalam bidang kependudukan dan 
pencatatan sipil, maka perlu menetapkan Standar 
Operasional Prosedur Administrasi Kependudukan 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Pekalongan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Wall Kota; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 



Memperhatikan : 

Menetapkan 

KESATU 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II 
Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3381); 

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran 
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 73); 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL·KOTA PEKALONGAN. 

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatatan Sipil Kota Pekalongan, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 



KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

~~••p~.~~· di Pekalongan 
gal 16 M~t ~01'1 

PEKALONGAN 

ARSLAN DJUNAID 



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN WALi KOTA PEKALONGAN 
NOMOR 000.8.3.3/0.t.:to TAHUN 2024 
TENTANG 
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL 
PROSED UR ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN PADA DIN AS 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 
SIPIL KOTA PEKALONGAN 

SOP Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Pekalongan terdiri dari : 
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
1. SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran 
2. SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian 
3. SOP Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan 
4. SOP Pembatalan Perkawinan 
5. SOP Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian 
6. SOP Pembatalan Perceraian 
7. SOP Pencatatan Pengesahan Anak 
8. SOP Pencatatan Pengangkatan Anak 
9. SOP Pencatatan Pengakuan Anak 
10. SOP Perubahan Nama 
11. SOP Perubahan Status Kewarganegaraan 
12. SOP Penerbitan Kembali Akta Pencatatan Sipil 
13. SOP Pembatalan Akta Pencatatan Sipil 
14. SOP Pembetulan Akta Pencatatan Sipil 
15. SOP Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya 
16. SOP Lahir Mati 
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 
1. SOP Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk 
2. SOP Penerbitan Kartu Keluarga 
3. SOP Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
4. SOP Pelaporan Datang Penduduk 
5. SOP Pelaporan Pind~h Penduduk 
6. SOP Penerbitan Kartu Identitas Anak 
7. SOP Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 
Semua Bidang Serta Sekretariat 
1. SOP Legalisir Dokumen Kependudukan 
2. SOP Pengaduan Online 
3. SOP Pengaduan Langsung 
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 
1. SOP Sinkronisasi Data/Konfirmasi Data 
2. SOP Pelayanan Identitas Kependudukan Digital 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal '" M~t .:Z..0'-1./ 

PEKALONGAN I 

LAN DJUNAID 



DASAR HUKUM : 

I 
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

1 Undan9-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepencludukan 

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Oaerah 

! 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 4 tentang Perbwinan 

l4 Peratun,n Pemerinlah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Petaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagairnana 
telah diubah deogan Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2013 lentang Administrasi Kependudukan 

5 Peraturan Presider, Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pericatatan Sipll 

6 Peraturan Ment.eri Oalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 lentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

7 Peraturan Menleri Oalarn Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tenlang Peraturan Petaksanaan Peralunm Preslden Nomor 96 Tahun 2018 tenlang Persyaratan 
dan Tata Cara Pendaft.aran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

8 Peratunin Menleri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Fonnulir Dan Buku Yang Oigunakan Dalam Administrasi Kependudukan 

9 Peraturan Menteri Dalaln Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan 

1 O Peratunm Menleri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 lentang Pelayanan 
Adminislrasi Kependudukan Secara Oaring 

11 Penituran Oaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAIT AN : 
1 
2 
3 
4 

PERINGATAN: 
Jlka Penert>itan Alda Kelahiran ini lidak dilaksanakan akan berdampak : 

1
1. Warga lidak mendapalkan haknya akan dokumen kependudukan (Akta Kelahiran) 
12 Cakupan kepemilikan Alda Kelahiran rendah 

NOMOR SOP ~QUKCAPIL/01 

TGL REVISI .,, 

NAMASOP: 

I KUAUFIKASI PELAKSANA _: 

1 Menguasai pengoperasian aplikasi SIAK 

2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

ependudukan dan 
II Kota Pek.alongan 

3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 

4 Dapat bekerja sama dalam tim 

5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 Perangkat komputer 
2 Aplikasi SIAK (Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan) 
3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 ATK 
5 Buku Register dan Blangko Akta Kelahiran 
PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 



Petugas 

Pendaftaran

Operator biodata 

kependudukan 

Operator pencatatan 

sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa 

Permohonan yang telah ditandatangani oleh pemohon 

beserta berkas kelengkapan penerbitan Akta Kelahiran 

dari pemohon apabila berkas belum lengkap maka 

akan dikembalikan ke pemohon, jika sudah lengkap 

maka didaftar/dicatat dalam buku pendaftaran dan 

sekaligus memberikan tanda terima pengambilan 

kepada pemohon;

Permohonan 

beserta berkas 

kelengkapan 

penerbitan 

Kutipan Akta 

Kelahiran, Buku 

Bantu 

Pendaftaran

1 jam Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

penerbitan Akta 

Kelahiran yang 

telah diperiksa 

dan diregistrasi, 

Tanda terima 

pengambilan

2 petugas operator biodata kependudukan menginput 

data kedalam database kependudukan dan diberikan 

NIK, berkas permohonan di scan dan diunggah di SIAK;

Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

penerbitan Akta 

Kelahiran

2,5 Jam database, berkas  

pdf dan  biodata 

penduduk yang 

lahir, 

3 petugas operator pencatatan sipil menginput dan  

berkas permohonan serta mencetak draft kutipan akta 

kelahirannya dan memberi nomor register akta 

kelahiran;

database, berkas  

pdf dan  biodata 

penduduk yang 

lahir, 

2,5 Jam draft Kutipan dan 

register Akta 

Kelahiran, pdf 

berkas 

permohonan.

4 kepala bidang pelayanan pencatatan sipil 

memverifikasi draft kutipan akta kelahiran, jika belum 

benar maka akan diserahkan kepada operator 

pencatatan sipil untuk diperbaiki, jika sudah benar 

maka Kepala Bidang akan membubuhkan paraf dan 

mengajukan TTE;

draft Kutipan dan 

register Akta 

Kelahiran, pdf 

berkas 

permohonan.

2,5 Jam draft Kutipan dan 

register Akta 

Kelahiran yang 

sudah diverifikasi

5 Kepala Dinas menandatangani secara elektronik 

Kutipan dan register akta kelahiran;

draft Kutipan dan 

register Akta 

Kelahiran yang 

sudah diverifikasi

2,5 Jam Kutipan dan 

Register Akta 

Kelahiran yang 

telah TTE

6 petugas operator penginputan dan pencetak kutipan 

dan register akta kelahiran mencetak kutipan dan 

register akta kelahiran untuk selanjutnya diserahkan 

kepada petugas pengambilan;

Kutipan dan 

Register Akta 

Kelahiran yang 

telah TTE

2,5 Jam Kutipan dan 

register akta 

kelahiran yang 

telah dicetak

7 petugas pengambilan menerima kutipan dan register 

akta kelahiran, sebelum menyerahkan kutipan akta 

kelahiran kepada pemohon Petugas pengambilan 

meminta tanda terima pengambilan dari pemohon dan 

tanda tangan pemohon pada register akta kelahiran;

Kutipan dan 

register akta 

kelahiran yang 

telah dicetak

2,5 Jam Register Akta 

Kelahiran yang 

telah 

ditandatangani 

pemohon

8 petugas pengambilan menghimpun register akta 

kelahiran beserta berkas permohonan dan 

menyerahkan himpunan register akta kelahiran beserta 

berkas permohonan kepada petugas arsip;

Register Akta 

Kelahiran yang 

telah 

ditandatangani 

pemohon

2,5 jam Himpunan 

Register Akta 

Kelahiran

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Tidak

Ya

Mulai



Petugas 

Pendaftaran

Operator biodata 

kependudukan 

Operator pencatatan 

sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

9 petugas arsip menjilid dan mengarsipkan register akta 

kelahiran beserta berkas permohonan.

Himpunan 

Register Akta 

Kelahiran

2,5 jam Buku Register 

Akta Kelahiran 

(Arsip)
Selesai



I 
NOMORSOP : SOP/DISDUKCAPIU02 
TGL. PEMBUATAN : 3 Mei 2024 
TGL. REVISI : 10 Mei..2024 
TGL. EFEKTIF .;,-__,,.., ,..:-· - ~-
DISAHKAN OLEH 

~
~-,., - •• "'aist,as:J ependudukan dan 

J 1/e-R~-~•-~.,...;~ ~~ota Pekalongan 
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN ~-:~ \~ 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
*I ~I •. , ~))~ .Y; 1 

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL ..., fam1 t Har Iv. S.H. M.Hum. 

' 'e;\NTPj1196~ 204'1198603 1 016 
NAMASOP: ~~ci-7_ ~'1r'itan Akta Kematian 

"

0

kA - /',' '/ 
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKS .i. v '~/-
1 Undang-undang Nomoc 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1 Menguasai pengoperasian aplikasi SIAK 

3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2 Mampu mengoperasionalkan komputer 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

sebagaimana 18lah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 
5 Peraturan Presiden Nomoc 96 Tahun 201 B tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

4 Dapat bekerja sama dalam tim 
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Proeedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Per&yaratan dan Tata Cara Peodaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Dlgunakan Dalam Administrasi Kependudukan 

9 Peraturan Menteri Dalarn Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan 

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang 
Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring 

11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa T engah Nomor 1 T ahun 2017 tentang Penyelenggaraan Adminlstrasi Kependudukan 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
1 1 Perangkat komputer 
2 2 Aplikasi SIAK (Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan ) 
3 3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 4 ATK 

5 Buku Register dan Blangko Akta Kematian 
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 
Jika Penerbitan Akta Kematian ini tidak dilaksanakan akan berdampak : Disimpan sebagai data elektronik dan manual 
1. Warga tidak mendapatkan haknya akan dokumen kependudukan (Akta Kematian) 
2. Cakupan kepemifikan Akta Kematian reodah 



Petugas 

Pendaftaran

Operator biodata 

kependudukan 

Operator pencatatn 

sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa 

Permohonan yang telah ditandatangani oleh pemohon 

beserta berkas kelengkapan penerbitan Akta Kematian dari 

pemohon apabila berkas belum lengkap maka akan 

dikembalikan ke pemohon, jika sudah lengkap maka 

didaftar/dicatat dalam buku pendaftaran dan sekaligus 

memberikan tanda terima pengambilan kepada pemohon;

Permohonan beserta 

berkas kelengkapan 

penerbitan Kutipan 

Akta Kematian, 

Buku Bantu 

Pendaftaran

1 jam Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan Akta 

Kematian yang telah 

diperiksa dan 

diregistrasi, Tanda 

terima pengambilan

2 petugas operator biodata kependudukan mencetak biodata 

penduduk yang meninggal,berkas permohonan di scan 

dan diunggah di SIAK;

Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan Akta 

Kematian

2,5 Jam berkas PDFdan 

biodata penduduk 

yang meninggal

3 petugas operator pencatatan sipil menginput data kedalam 

database kependudukan dan mencetak draft Kutipan Akta 

Kematian kemudian menyerahkan cetakan draft Kutipan 

Akta Kematian kepada kepala bidang pelayanan 

pencatatan sipil untuk diverifikasi;

berkas PDFdan 

biodata penduduk 

yang meninggal

2,5 Jam draft Kutipan dan 

Register Akta 

Kematian

4 kepala bidang pelayanan pencatatan sipil memverifikasi 

draft kutipan akta kematian, jika belum benar maka akan 

diserahkan kepada operator pencatatan sipil untuk 

diperbaiki, jika sudah benar maka akan memverifikasi di 

SIAK dan mengajukan TTE ke Kepala Dinas

draft Kutipan dan 

Register Akta 

Kematian

2,5 Jam draft Kutipan dan 

Register Akta 

Kematian yang telah 

diverifikasi

5 Kepala Dinas menandatangani menandatangani secara 

elektronik Kutipan akta kematian;

draft Kutipan dan 

Register Akta 

Kematian yang telah 

diverifikasi

2,5 Jam Kutipan dan 

Register Akta 

Kematian yang telah 

TTE

6 petugas operator pencatatan sipil mencetak Kutipan dan 

register Akta Kematian kemudian menyerahkan cetakan 

Kutipan dan register Akta Kematian kepada petugas 

pengambilan;

Kutipan dan 

Register Akta 

Kematian yang telah 

TTE

1 jam Kutipan dan register 

Akta Kematian

7 petugas pengambilan menerima kutipan dan register akta 

kematian, sebelum menyerahkan kutipan akta kematian 

kepada pemohon Petugas pengambilan meminta tanda 

terima pengambilan dari pemohon dan tanda tangan 

pemohon pada register akta kematian;

Kutipan dan register 

Akta Kematian

2,5 Jam Register Akta 

Kematian yang telah 

ditandatangani 

pemohon

8 petugas pengambilan menghimpun register akta kematian 

beserta berkas permohonan dan menyerahkan himpunan 

register akta kematian beserta berkas permohonan kepada 

petugas arsip;

Register Akta 

Kematian yang telah 

ditandatangani 

pemohon

2,5 jam Himpunan Register 

Akta Kematian yang 

telah ditandatangani 

pemohon

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Tidak

Ya

Mulai



Petugas 

Pendaftaran

Operator biodata 

kependudukan 

Operator pencatatn 

sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

9 petugas arsip menjilid dan mengarsipkan register akta 

kematian beserta berkas permohonan.

Himpunan Register 

Akta Kematian yang 

telah ditandatangani 

pemohon

2,5 jam Buku Register Akta 

Kematian (Arsip)

Selesai



DASAR HUKUM : 

I 
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admlnistrasi Kependudukan 
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 
5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

6 Peraturan Menteri Oalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 

7 Peraturan Menteri Oalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan 

9 Peraturan Menteri Oalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan 

10 Peraturan Menteri Oalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang 
Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Oaring 

11 Peraturan Oaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAITAN: 
1 
2 
3 
4 

PERINGATAN: 
Jika Penerbitan Alda Perkewinan ini tidak dilaksanakan akan berdampak : 
1. Status hukum anak yang cfilahirkan bukan sebagai anak suami istri 
2. Perkawinan tidak sah secara hukum negara 
3. Anak yang dilahirkan tidak memiliki hubungan perdata dengan si ayah 

NOMORSOP : SOP/DISDUKCAPIU03 
TGL. PEMBUATAN : 3 Mel 2024 
TGL. REVISI ~1]::1;.¥9i .Lo~ 

TGL. EFEKTIF /i:~~~11.-' , 
DISAHKAN - ;T __ • ~_- • • • s_ ~pe-ndudukan dan 

'IQ. • en ·11Kota Pekalongan 

h

,.,;, 
'4 ,, * «i \._.I ... : 

~~:s1a rl I S.H. M.Hum. 
. Sil .. : .KllP 0~4 1986031 016 

NAMASOP: 

~

~-~3/,lJ>enerbitan Kutipan Akta 
~wMao"1/ ----;:,-" 

KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1 Menguasal pengoperasian aplikasl SIAK 
2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 

4 Dapat bekerja sama dalam tim 

5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 Perangkat komputer 
2 Aplikasi SIAK (Sistem informasi Administrasi Kependudukan ) 
3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 ATK 
5 Buku Register dan Blangko Akta Perkawinan 
PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Disimpan sebagal data elektrontk dan manual 



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

Pencatatan Sipil

Kabid 

Pelayanan 

Pencatatan Sipil

Kepala Dinas
Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa 

permohonan beserta berkas kelengkapan penerbitan 

Akta Perkawinan dari pemohon apabila berkas belum 

lengkap dan tidak benar maka akan dikembalikan ke 

pemohon, jika sudah benar maka didaftar/dicatat 

dalam buku bantu pendaftaran dan  diberikan tanda 

terima pengambilan kepada pemohon;

Permohonan 

beserta berkas 

kelengkapan 

penerbitan 

Kutipan Akta 

Perkawinan, Buku 

Bantu 

Pendaftaran

30 menit Permohonan 

beserta berkas 

kelengkapan 

penerbitan 

Kutipan Akta 

Perkawinan yang 

telah diperiksa 

dan diregistrasi, 

tanda terima 

pengambilan

2 Operator pencatatan sipil membuat dan mencetakkan 

Daftar Untuk Perkawinan kemudian diserahkan 

kepada Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil;

Permohonan 

beserta berkas 

kelengkapan 

penerbitan 

Kutipan Akta 

Perkawinan yang 

telah diverifikasi

45 menit Daftar Untuk 

Perkawinan

3 Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil memverifikasi, jika 

belum benar maka akan dikembalikan ke operator 

untuk diperbaiki, jika sudah benar Kabid 

menandatangani daftar untuk perkawinan;

Daftar Untuk 

Perkawinan

45 menit Daftar Untuk 

Perkawinan yang 

telah diverifikasi

4 Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil mengumumkan 

Daftar Untuk Perkawinan di papan pengumuman dan 

Website Dindukcapil, jika ada komplain pencatatan 

akan dibatalkan dan permohonan diserahkan, jika 

tidak ada komplain pencatatan dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal dari pemohon oleh Kabid Pelayanan 

Pencatatan Sipil selaku Pejabat Pencatatan 

Perkawinan;

Daftar Untuk 

Perkawinan yang 

telah 

ditandatangani 

oleh Kabid

9 hari Pengumuman 

Daftar Untuk 

Perkawinan

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Mulai

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

Pencatatan Sipil

Kabid 

Pelayanan 

Pencatatan Sipil

Kepala Dinas
Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

5 Pejabat Pencatat Perkawinan melaksanakan 

pencatatan perkawinan di waktu dan tempat terjadinya 

perkawinan, pada Register Perkawinan, ditandatangani 

oleh Pemohon dan para saksi;

Permohonan 

beserta berkas 

kelengkapan 

penerbitan 

Kutipan Akta 

Perkawinan yang 

telah diperiksa 

dan diregistrasi

1 hari Register Akta 

Perkawinan yang 

telah 

ditandatangani 

oleh Pemohon dan 

para saksi

6 Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil selaku Pejabat 

Pencatat Perkawinan menyerahkan berkas hasil 

pencatatan perkawinan ke operator pencatatan sipil;

Permohonan 

beserta berkas 

kelengkapan 

penerbitan 

Kutipan Akta 

Perkawinan, 

Register Akta 

Perkawinan yang 

telah 

ditandatangani 

oleh Pemohon dan 

para saksi

30 menit Permohonan 

beserta berkas 

kelengkapan 

penerbitan 

Kutipan Akta 

Perkawinan, 

Register Akta 

Perkawinan yang 

telah 

ditandatangani 

oleh Pemohon dan 

para saksi

7 Operator pencatatan sipil menginput kedalam 

database, menscan berkas dan mencetakkan draft 

Kutipan Akta Perkawinan, kemudian diserahkan ke 

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil untuk diverifikasi

Permohonan 

beserta berkas 

kelengkapan 

penerbitan 

Kutipan Akta 

Perkawinan, 

Register Akta 

Perkawinan yang 

telah 

ditandatangani 

oleh Pemohon dan 

para saksi

30 menit draft Kutipan dan 

Register Akta 

Perkawinan, pdf 

berkas

Tidak



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

Pencatatan Sipil

Kabid 

Pelayanan 

Pencatatan Sipil

Kepala Dinas
Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

8 Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil memverifikasi, jika 

belum benar maka draft Kutipan Akta Perkawinan 

akan dikembalikan ke operator pencatatan sipil untuk 

diperbaiki, jika sudah benar maka Kabid 

membubuhkan paraf dan diajukan TTE kepada Kepala 

Dinas;

draft Kutipan dan 

Register Akta 

Perkawinan, pdf 

berkas

30 menit draft Kutipan dan 

Register Akta 

Perkawinan yang 

telah diverifikasi

9 Kepala Dinas menandatangani Kutipan dan Register 

Akta Perkawinan secara elektronik;

draft Kutipan dan 

Register Akta 

Perkawinan yang 

telah diverifikasi

30 menit Kutipan dan 

Register Akta 

Perkawinan yang 

telah TTE

10 Operator pencatatan sipil mencetak Kutipan dan 

Register Akta Perkawinan kemudian menyerahkan 

kepada petugas pengambilan;

Kutipan dan 

Register Akta 

Perkawinan yang 

telah TTE

30 menit cetakan Kutipan 

dan Register Akta 

Perkawinan yang 

telah TTE

11 petugas pengambilan menerima Kutipan dan Register 

Akta Perkawinan untuk diserahkan kepada pemohon. 

sebelum menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan 

kepada pemohon, petugas pengambilan meminta tanda 

terima pengambilan dan tanda tangan pemohon pada 

buku bantu pengambilan;

cetakan Kutipan 

dan Register Akta 

Perkawinan yang 

telah TTE

30 menit Register Akta 

Perkawinan yang 

telah 

ditandatangani 

oleh Pemohon dan 

para saksi

12 petugas pengambilan menghimpun register akta 

perkawinan beserta berkas permohonan dan 

menyerahkan himpunan register akta perkawinan 

beserta berkas permohonan kepada petugas arsip;

Register Akta 

Perkawinan yang 

telah 

ditandatangani 

oleh Pemohon dan 

para saksi

15 menit Register Akta 

Perkawinan yang 

telah 

ditandatangani 

oleh Pemohon dan 

para saksi

13 petugas arsip menjilid dan mengarsipkan register akta 

perkawinan beserta berkas permohonan.

Register Akta 

Perkawinan yang 

telah 

ditandatangani 

oleh Pemohon dan 

para saksi

2,5 jam Himpunan 

Register Akta 

Perkawinan yang 

telah 

ditandatangani 

oleh Kepala Dinas

setelah semua 

kutipan akta 

perkawinan 

diserahkan 

kepada 

pemohon

Ya

Selesai



I 
NOMORSOP : SOP/DISDUKCAPIU04 
TGL PEMBUATAN : 3 Mei 2024 
TGL REVISI 4----~"' 
TGL EFEKTIF #. t. .. ~: •w--"'" 

DISAHKAN 0~1 
(ii.

• fl,~P~~~ ependudukan dan 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
,.:jlen~ ~i1 Kota Pekalongan 

l* '-di""·:,;·,:/ t DINAS KEPENDUOUKAN DAN PENCATATAN SIPIL l I /{I,, ·/ . ...... _. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL r..~::-, Slametllarl\ di S.H. M.Hum. 
~-o\c/, ~-1.:-........NIP. ~65Q~04 198603 1 016 

NAMASOP:~~ -'.lf?ainba~ ,Per!5iwinan 
I I"\ M (:, I', ·/ 

CASAR HUKUM : KUAUFIKASI PELA~'a • 
,,,,,, 

1 Undang-Undang Nomor 24 T#lUn 2013 tentang Perubahan Atn Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasl Kependudukan 
2 Undang-Urm,g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah 1 Menguasai pengoperasian aplikasi SIAK 
3 Undlng-Undang Nomor 16 T ahun 2019 tentang Perubahan Alaa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 4 tentang Per1<awinan 2 Mampu mengoperaslonalkan komputer 
4 Pwatl.nn Ptmerinlah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelakaanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah 

ciubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Admlnlatraai Kependudukan 3 Memahaml peraturan perundang-undangan yang terkait 
5 Penlluran Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

4 Dapat bekerja sama dalam tim 
6 Perauran Merten Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operaslonal Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 
7 Peratinn Meruri Oalam Negeri RI Nomor 106 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan 

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
8 Peralurwl Menleri Oa1am Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Oigunakan Dalam Administrasi Kependudukan 
9 Peraturan Mneri Oalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan 

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan 
Adminlstrni Kependudukan Secara Oaring 

11 Peraturan Oaerah Provinsi Jawa T engah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAIT AN : PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 1 Perangkat komputer 
2 2 Aplikasl SIAK (Sistem lnformasi Admlnistrasl Kependudukan ) 
3 3 Peraturan Perundang-Undangan terkalt 
4 4 ATK 

5 Buku Register dan Blangko Akta Perkawinan 
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN: 
Jika Penefbilan Akta Peooiwinan lnl tidak dilaksanakan akan berdampak : Disimpan sebagai data elektronik dan manual 
1. Status hukum anak yang dilahifkan bukan sebagai anak auami istri 
2. Parkawinan lldak aah aecara hukum negara 
3. Anak yang dllahirkan tidak memiliki hubungan perdata dengan Ii ayah 



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

Pencatatan Sipil

Kabid Pelayanan 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 pemohon datang untuk mengisi formulir dan 

melengkapi persyaratan, apabila persyaratan belum 

lengkap maka formulir dikembalikan, apabila sudah 

lengkap maka petugas pendaftaran mencatat di buku 

pendaftaran dan menyerahkan kepada operator 

pencatatan sipil untuk diproses;

Permohonan 

beserta berkas 

kelengkapan 

Pembatalan 

Kutipan Akta 

Perkawinan, Buku 

Bantu Pendaftaran

15 menit Permohonan 

beserta berkas 

pembatalan 

Perkawinan yang 

telah diperiksa 

dan diregistrasi, 

tanda terima 

pengambilan

2 operator pencatatan sipil membuat draft surat 

keterangan pembatalan perkawinan dan draft catatan 

pinggir pembatalan perkawinan, selanjutnya 

diserahkan kepada kepala bidang untuk diverifikasi;

Permohonan 

beserta berkas 

pembatalan 

Perkawinan yang 

telah diverifikasi

30 menit draft surat 

keterangan 

pembatalan 

perkawinan dan 

draft catatan 

pinggir 

pembatalan 

perkawinan

3 kepala bidang melakukan verifikasi draft surat 

keterangan pembatalan perkawinan dan draft catatan 

pinggir pembatalan perkawinan, apabila belum sesuai 

diserahkan kepada operator pencatatan sipil untuk 

diperbaiki, apabila sudah sesuai maka diserahkan 

kepada kepala dinas untuk ditanda tangani;

draft surat 

keterangan 

pembatalan 

perkawinan dan 

draft catatan 

pinggir 

pembatalan 

perkawinan

30 menit surat keterangan 

pembatalan 

perkawinan dan  

catatan pinggir 

pembatalan 

perkawinan yang 

telah diverifikasi

4 kepala dinas menandatangani surat keterangan 

pembatalan perkawinan dan catatan pinggir di kutipan 

akta perkawinan dan diserahkan kepada petugas 

pengambilan;

surat keterangan 

pembatalan 

perkawinan dan  

catatan pinggir 

pembatalan 

perkawinan yang 

telah diverifikasi

15 menit surat keterangan 

pembatalan 

perkawinan dan  

catatan pinggir 

pembatalan 

perkawinan yang 

telah TTE

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Mulai

Tidak

Ya



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

Pencatatan Sipil

Kabid Pelayanan 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

5 petugas pengambilan menyerahkan surat keterangan 

pembatalan perkawinan kepada pemohon dan mencatat 

di buku pengambilan, selanjutnya diserahkan kepada 

petugas arsip;

surat keterangan 

pembatalan 

perkawinan dan  

catatan pinggir 

pembatalan 

perkawinan yang 

telah TTE

30 menit tanda terima 

pengambilan dan 

berkas 

pembatalan 

perkawinan

6 petugas arsip menyisipkan berkas pembatalan 

perkawinan ke dalam register.

tanda terima 

pengambilan dan 

berkas 

pembatalan 

perkawinan

1 jam himpunan berkas 

pembatalan 

perkawinanSelesai



DASAR HUKUM : 

I 
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admlnistrasi Kependudukan 
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah 

3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 
5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

6 Peratlnn Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 

7 Peraturan Menteri Oalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

8 Peraturan Menter! Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan 

9 Peraturan Menteri Oalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan 

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang 
Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring 

11 Perabsan Daerah Provins! Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAITAN: 
1 
2 
3 
4 

PERINGATAN: 
Jlka Penerbitan Akta Perceraian ini tidak dilaksanakan akan berdampak : 
1. Perceraian tidak sah secara hukum negara 
2. Warga tidak mempunyal kepastian hukum akan 6tatus perkawinan 
3. Data pada dokumen kependudukan tidak valid 

NOMORSOP : SOP/OISDUKCAPIUOS 
TGL. PEMBUATAN : 3 Mei 2024 
TGL. REVISI 
TGL. EFEKTIF 
DISAHKAN OL~' $_,~ependudukan dan 

(/ _l~I Kota Pekalongan 

* • 
\ S.H. M.Hum. 

. 198603 1 016 
NAMA SOP : , _.slan Penerbitan Akta 

/ ·•~y· 
KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1 Menguasai pengoperasian aplikasi SIAK 

2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 

4 Dapat bekerja sama dalam tim 

5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 Perangkat komputer 
2 Aplikasi SIAK (Sistem informasi Administrasi Kependudukan ) 
3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 ATK 
5 Buku Register dan Blangko Akta Perceralan 
PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Dislmpan sebagai data elektronik dan manual 



Petugas 

Pendaftaran

Operator biodata 

kependudukan 

Operator 

pencatatan sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa 

Permohonan beserta berkas kelengkapan penerbitan 

Akta Perceraian dari pemohon, apabila berkas belum 

lengkap dan tidak benar maka akan dikembalikan ke 

pemohon, jika sudah lengkap maka didaftar/dicatat 

dalam buku pendaftaran dan sekaligus memberikan 

tanda terima pengambilan kepada pemohon;

Permohonan beserta 

berkas kelengkapan 

penerbitan Kutipan 

Akta Perceraian, 

Buku Bantu 

Pendaftaran

15 menit Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

penerbitan 

Kutipan Akta 

Perceraian yang 

telah diperiksa 

dan diregistrasi, 

Tanda terima 

pengambilan

2 operator biodata kependudukan mengecek data 

kedalam database kependudukan apakah sudah 

mempunyai atau sudah pernah terbit Akta 

Perceraiannya, jika sudah pernah diterbitkan maka 

berkas akan dikembalikan ke  petugas pendaftaran 

untuk dikembalikan kepada pemohon, jika belum 

maka permohonan akan di scan dan  di serahkan ke 

operator pencatatan sipil;

Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan Kutipan 

Akta Perceraian yang 

telah diperiksa dan 

diregistrasi, Tanda 

terima pengambilan

2,5 Jam Biodata, Nomor 

Register Akta 

Perceraian, 

Kutipan Akta 

Perceraian, pdf 

berkas

3 operator pencatatan sipil menginput dan mencetak 

draft kutipan akta perceraian kemudian diserahkan 

kepada Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil;

Biodata, Nomor 

Register Akta 

Perceraian, Kutipan 

Akta Perceraian, pdf 

berkas

2,5 Jam draft kutipan akta 

perceraian

4 Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil memverifikasi, 

apabila terdapat kekeliruan/kesalahan data dalam 

pencetakan akan dikembalikan kepada operator 

pencatatan sipil untuk diperbaiki, apabila sudah benar 

akan membubuhkan paraf kemudian menyerahkan 

Kutipan Akta Perceraian kepada Kepala Dinas;
Ya

draft kutipan akta 

perceraian

2,5 Jam cetakan draft 

Kutipan Akta 

Perceraian yang 

telah diverifikasi 

5 Kepala Dinas menandatangani Kutipan Akta 

Perceraian;

cetakan draft 

Kutipan Akta 

Perceraian yang 

telah diverifikasi 

2,5 Jam Kutipan Akta 

Perceraian yang 

telah 

ditandatangani

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Mulai

Ya

Tidak

Tidak

Ya



Petugas 

Pendaftaran

Operator biodata 

kependudukan 

Operator 

pencatatan sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

6 operator pencatatan sipil mencetak kutipan akta 

perceraian kemudian diserahkan kepada petugas 

pengambilan;

Kutipan Akta 

Perceraian yang 

telah ditandatangani

2,5 Jam cetakan Kutipan 

dan register Akta 

Perceraian yang 

telah 

ditandatangani 

7 petugas pengambilan menerima kutipan akta, sebelum 

menyerahkan kutipan akta perceraian kepada 

pemohon, Petugas pengambilan meminta tanda terima 

pengambilan dari pemohon dan tanda tangan 

pemohon pada register akta perceraian dan buku 

bantu pengambilan;

cetakan Kutipan dan 

register Akta 

Perceraian yang 

telah ditandatangani 

2,5 Jam register Akta 

Perceraian yang 

telah 

ditandatangani 

pemohon

8 Petugas pengambilan menghimpun register akta 

perceraian beserta berkas permohonan dan 

menyerahkan himpunan register akta perceraian 

beserta berkas permohonan kepada petugas arsip;

register Akta 

Perceraian yang 

telah ditandatangani 

pemohon

1 jam Himpunan 

Register Akta 

Perceraian

9 petugas arsip menjilid dan mengarsipkan register akta 

perceraian beserta berkas permohonan.

Himpunan Register 

Akta Perceraian

2,5 jam Buku Register 

Akta Perceraian 

(Arsip)
Selesai



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

DASAR HUKUM : 
1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 
5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operaslonal Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan 
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor7 Tahun 2019 

I 

T entang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring 

11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAITAN: 

2 
3 
4 

PERINGATAN : 
Jika Penerbitan Akta Perceraian ini tidak dilaksanakan akan berdampak : 
1. Perceraian tidak sah secara hukum negara 
2. Warga Tidak mempunyai kepastian hukum akan status perkawinan 
3. Data pada dokumen kependudukan tidak valid 

NOMORSOP : SOP/DISDUKCAPIU06 
TGL. PEMBUATAN 
TGL. REVISI 
TGL. EFEKTIF 
DISAHKAN OL 

:3 

indudukan dan 
Kota Pekalongan 

Ii, S.H., M.Hum. 
1986031 016 

NAMASOP: ·aian 

KUAUFIKASI PELAKSANA : 

1 Menguasai pengoperasian aplikasi SIN< 
2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 
4 Dapat bekerja sama dalam tim 

5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 Perangkat komputer 
2 Aplikasi SIAK (Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan ) 
3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 ATK 
5 Buku Register dan Blangko Akta Perceraian 
PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Disimpan sebagai data elektronik dan-manual 



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

pencatatan sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 pemohon datang untuk mengisi formulir dan 

melengkapi persyaratan, apabila persyaratan belum 

lengkap maka formulir dikembalikan, apabila sudah 

lengkap maka petugas pendaftaran mencatat di buku 

pendaftaran dan menyerahkan kepada operator 

pencatatan sipil untuk diproses;

Permohonan beserta 

berkas kelengkapan 

Pembatalan Kutipan 

Akta perceraian, 

Buku Bantu 

Pendaftaran

15 menit Permohonan 

beserta berkas 

pembatalan 

perceraian yang 

telah diperiksa 

dan diregistrasi, 

tanda terima 

pengambilan

2 operator pencatatan sipil membuat draft surat 

keterangan pembatalan perceraian dan draft catatan 

pinggir pembatalan perceraian, selanjutnya diserahkan 

kepada kepala bidang untuk diverifikasi;

Permohonan beserta 

berkas pembatalan 

perceraian yang telah 

diverifikasi

30 menit draft surat 

keterangan 

pembatalan 

perceraian dan 

draft catatan 

pinggir 

pembatalan 

perceraian

3 kepala bidang melakukan verifikasi draft surat 

keterangan pembatalan perceraian dan draft catatan 

pinggir pembatalan perceraian, apabila belum sesuai 

diserahkan kepada operator pencatatan sipil untuk 

diperbaiki, apabila sudah sesuai maka diserahkan 

kepada kepala dinas untuk ditanda tangani;

draft surat 

keterangan 

pembatalan 

perceraian dan draft 

catatan pinggir 

pembatalan 

perceraian

30 menit surat keterangan 

pembatalan 

perceraian dan  

catatan pinggir 

pembatalan 

perceraian yang 

telah diverifikasi

4 kepala dinas menandatangani surat keterangan 

pembatalan perceraian dan catatan pinggir di kutipan 

akta perceraian dan diserahkan kepada petugas 

pengambilan;

surat keterangan 

pembatalan 

perceraian dan  

catatan pinggir 

pembatalan 

perceraian yang telah 

diverifikasi

15 menit surat keterangan 

pembatalan 

perceraian dan  

catatan pinggir 

pembatalan 

perceraian yang 

telah TTE

5 petugas pengambilan menyerahkan surat keterangan 

pembatalan perceraian kepada pemohon dan mencatat 

di buku pengambilan, selanjutnya diserahkan kepada 

petugas arsip;

surat keterangan 

pembatalan 

perceraian dan  

catatan pinggir 

pembatalan 

perceraian yang telah 

TTE

30 menit tanda terima 

pengambilan dan 

berkas 

pembatalan 

perceraian

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Mulai

Tidak

Ya



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

pencatatan sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

6 petugas arsip menyisipkan berkas pembatalan 

perceraian ke dalam register.

tanda terima 

pengambilan dan 

berkas pembatalan 

perceraian

1 jam himpunan berkas 

pembatalan 

perceraianSelesai



DASAR HUKUM : 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasl Kependudukan 
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah 

3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
4 Peratl.Jran Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminlstrasi Kependudukan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Admini&trasl Kependudukan 
5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
6 Peraturan Mentari Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
8 Peraturan Menlllri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Fonnulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasl Kependudukan 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan 

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

I 

Pelayanan Administra&i Kependudukan Secara Daring 

11 Pemuran Daerah Provin&i Jawa T engah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAITAN: 
1 
2 
3 
4 

PERINGATAN : 
1Jika Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak ini tidak dilaksanakan akan berdampak : 
1. Anak yang dUahirkan tidak memiliki hubungan perdata dengan si ayah 

1
2. Data pada dokumen kependudukan tidak valid 

NOMORSOP : SOP/DISDUKCAPIU07 
TGL. PEMBUATAN 
TGL. REVISI 
TGL. EFEKTIF 
DISAHKANOL 

: 3 Mel 2024 

·3pendudukan dan 
~pl .Kota Pekalongan 
·y 

1;~ I, S.H., M.Hum. 
)204 198603 1 016 

NAMA SOP: <t~ f1_rige~han Anak 

KUALIFIKASI PELAKSANA : 

Menguasai pengoperasian aplikasl SIA!< 
2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 
4 Dapat bekerja sama dalam tim 

5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 Perangkat komputer 
2 Aplikasi SIA!< (Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan ) 
3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 ATK 
5 Buku Reg_ister dan Blangko Akta Kelahlran 
PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Dlsimpan sebagal data elektronik dan manual 



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

pencatatan sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa 

Permohonan beserta berkas kelengkapan penerbitan 

catatan pinggir tentang pengesahan anak dari 

pemohon, apabila berkas belum lengkap maka akan 

dikembalikan ke pemohon, jika sudah lengkap maka 

didaftar/dicatat dalam buku pendaftaran dan sekaligus 

memberikan tanda terima pengambilan kepada 

pemohon;

Permohonan beserta 

berkas kelengkapan 

penerbitan catatan 

pinggir tentang 

pengesahan anak, 

Buku Bantu 

Pendaftaran

15 menit Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan catatan 

pinggir tentang 

pengesahan anak 

yang telah diperiksa 

dan diregistrasi, 

Tanda terima 

pengambilan

2 petugas operator pencatatan sipil menginput kedalam 

database dan mencetakkan draft catatan pinggir 

tentang pengesahan anak kemudian diserahkan kepada 

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil;

Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan catatan 

pinggir tentang 

pengesahan anak yang 

telah diverifikasi

1 Jam draft catatan pinggir 

tentang pengesahan 

anak

3 kepala bidang pelayanan pencatatan sipil memverifikasi 

draft catatan pinggir tentang pengesahan anak, jika 

belum benar maka akan diserahkan kepada operator 

pencatatan sipil untuk diperbaiki, jika sudah benar 

maka Kepala Bidang akan membubuhkan paraf dan 

mengajukan TTE;

draft catatan pinggir 

tentang pengesahan 

anak

2 Jam draft catatan pinggir 

tentang pengesahan 

anak yang telah 

diverifikasi

4 Kepala Dinas menandatangani secara elektronik 

catatan pinggir tentang pengesahan anak;

draft catatan pinggir 

tentang pengesahan 

anak yang telah 

diverifikasi

1 Jam catatan pinggir 

tentang pengesahan 

anak yang telah di 

TTE

5 operator pencatatan sipil mencetakkan catatan pinggir 

tentang pengesahan anak pada halaman belakang 

kutipan akta kelahiran asli kemudian diserahkan 

kepada Petugas pengambilan;

catatan pinggir 

tentang pengesahan 

anak yang telah di TTE

1 Jam Kutipan Akta 

Kelahiran dengan 

Catatan Pinggir 

tentang Pengesahan 

anak

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Tidak

Ya

Mulai



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

pencatatan sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

6 petugas pengambilan menyerahkan catatan pinggir 

tentang pengesahan anak kepada pemohon dengan 

sebelumnya meminta tanda terima pengambilan dari 

pemohon dan tanda tangan dari pemohon pada buku 

bantu pengambilan sebagai bukti bahwa  telah diambil, 

menyerahkan salinan catatan pinggir pada petugas 

arsip;

Kutipan Akta 

Kelahiran dengan 

Catatan Pinggir 

tentang Pengesahan 

anak

1 Jam Arsip Berkas 

Permohonan 

Catatan Pinggir 

tentang Pengesahan 

Anak

7 Petugas arsip menerima salinan catatan pinggir 

tentang pengesahan anak yang telah ditandatangani 

oleh kepala dinas untuk ditempelkan pada register akta 

kelahiran, petugas arsip mengarsip berkas 

permohonan.

Arsip Berkas 

Permohonan Catatan 

Pinggir tentang 

Pengesahan Anak

1 Jam Buku Register Akta 

Kelahiran yang 

terdapat Catatan 

Pinggir tentang 

Pengesahan Anak

Selesai



I 
NOMOR SOP . SOP/DISDUKCAPIU08 
TGL. PEMBUATAN 3 Mel 2024 
TGL. REVISI A - V '''"' 
TGL. EFEKTIF p ' ~.ffill:!;~, A~ .. ~, 

DISAHKAN 01i,fl; vo/~ "':r; '~;~,,, inas kependudukan dan 
; fel~ • n SI ~11 Kot.a Pekalongan -.. 1-> J PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN * I k;, .) 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , · -:t, 
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL \ • Samet Harli ti S.H. M.Hum. 

~-o,<: :t-_ -".'.'NJ..P.X965()2041986031 016 
NAMA SOP : ., u ~,g'angkatan Anak 

LONG_,;,,· 
CASAR HUKUM: KUAUFIKASI PELAKS;~.-. 
1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasl Kependudukan 
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1 Menguasai pengoperaslan aplikasi SIAK 
3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2 Mampu mengoperasionalkan komputer 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahlm 2013 tentang Administrasi Kependudukan 3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 
5 Peraturan Preslden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 4 Dapat bekerja sama dalam tim 
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operaslonal Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsl dan 

Kabupaten/Kota 5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 
7 Peraturan Menteri Dal am Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Preslden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan T eta Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Dlgunakan Dalam Administrasl Kependudukan 
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan 
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ates Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan Admlnistrasi Kependudukan Secara Daring 
11 Peraturan Daerah Provins! Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 1 Perangkat komputer 
2 2 Aplikasi SIAK (Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan ) 
3 3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 4 ATK 

5 Buku register dan Blangko Akta Kelahiran 
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN: 
Jika Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak ini lidak d~aksanakan akan berdampak : Disimpan sebagai data elektronik dan manual 
1. Tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban anak yang diangkat oleh orang tua angkat secara perdata 
2. Data pada dokumen kependudukan tidak valid 



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

pencatatan sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa 

Permohonan beserta berkas kelengkapan penerbitan 

catatan pinggir tentang Pengangkatan Anak dari 

pemohon, apabila berkas belum lengkap maka akan 

dikembalikan ke pemohon, jika sudah lengkap maka 

didaftar/dicatat dalam buku pendaftaran dan sekaligus 

memberikan tanda terima pengambilan kepada pemohon;

Permohonan 

beserta berkas 

kelengkapan 

penerbitan catatan 

pinggir tentang 

Pengangkatan 

Anak, Buku Bantu 

Pendaftaran

15 menit Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

penerbitan 

catatan pinggir 

tentang 

Pengangkatan 

Anak yang telah 

diperiksa dan 

diregistrasi, Tanda 

terima 

pengambilan

2 petugas operator pencatatan sipil menginput kedalam 

database dan mencetakkan draft catatan pinggir tentang 

Pengangkatan Anak kemudian diserahkan kepada Kabid 

Pelayanan Pencatatan Sipil;

Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

penerbitan catatan 

pinggir tentang 

Pengangkatan 

Anak yang telah 

diverifikasi

2 Jam draft catatan 

pinggir tentang 

Pengangkatan 

Anak

3 kepala bidang pelayanan pencatatan sipil memverifikasi 

draft catatan pinggir tentang Pengangkatan Anak, jika 

belum benar maka akan diserahkan kepada operator 

pencatatan sipil untuk diperbaiki, jika sudah benar maka 

Kepala Bidang akan membubuhkan paraf dan 

mengajukan TTE;

draft catatan 

pinggir tentang 

Pengangkatan 

Anak

2,5 Jam draft catatan 

pinggir tentang 

Pengangkatan 

Anak yang telah 

diverifikasi

4 Kepala Dinas menandatangani secara elektronik catatan 

pinggir tentang Pengangkatan Anak;

draft catatan 

pinggir tentang 

Pengangkatan 

Anak yang telah 

diverifikasi

1,5 Jam catatan pinggir 

tentang 

Pengangkatan 

Anak yang telah di 

TTE

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tidak

Ya

Mulai



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

pencatatan sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

5 operator pencatatan sipil mencetakkan catatan pinggir 

tentang Pengangkatan Anak pada halaman belakang 

kutipan akta kelahiran asli kemudian diserahkan kepada 

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil;

catatan pinggir 

tentang 

Pengangkatan 

Anak yang telah di 

TTE

1,5 Jam Kutipan Akta 

Kelahiran dengan 

Catatan Pinggir 

tentang 

Pengangkatan 

Anak

6 petugas pengambilan menyerahkan catatan pinggir 

tentang Pengangkatan Anak kepada pemohon dengan 

sebelumnya meminta tanda terima pengambilan dari 

pemohon dan tanda tangan dari pemohon pada buku 

bantu pengambilan sebagai bukti bahwa  telah diambil;

Kutipan Akta 

Kelahiran dengan 

Catatan Pinggir 

tentang 

Pengangkatan 

Anak

1 Jam Arsip Berkas 

Permohonan 

Catatan Pinggir 

tentang 

Pengangkatan 

Anak

7 petugas arsip menerima salinan catatan pinggir tentang 

Pengangkatan Anak yang telah ditandatangani oleh 

kepala dinas untuk ditempelkan pada register akta 

kelahira, mengarsip berkas permohonan.

Arsip Berkas 

Permohonan 

Catatan Pinggir 

tentang 

Pengangkatan 

Anak

1 Jam Buku Register 

Akta Kelahiran 

yang terdapat 

Catatan Pinggir 

tentang 

Pengangkatan 

Anak

Selesai



CASAR HUKUM : 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

1 Undang.undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan • Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 
5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

6 Peraturan Menter! Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Ungkungan Pemerintah Provinsi 

NOMORSOP : SOP/OISDUKCAPIU09 
TGL PEMBUATAN 
TGL. REVISI 
TGL. EFEKTIF 
DISAHKAN OLEH 

NAMASOP: 

KUAUFIKASI PELAKSANA : 

1 Menguasai pengoperasian aplikasi SIAK 
2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

,ndudukan dan 
;ota Pekalongan 

S.H .• M.Hum. 
98603 1 016 

11<Gan Anak 

3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 

4 Dapat bekerja sama dalam tim 

dan Kabupaten/Kota I 5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formurir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan 

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan 
1 O Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring 
11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
KETERKAIT AN : 
1 
2 
3 
4 

PERINGATAN: 
Jika Petayanan Pencatatan Pengakuan Anak ini tidak dilaksanakan akan berdampak : 
: 1. Anak yang dilahirkan tidak memitiki hubungan perdata dengan si ayah 
;2. Data pada dokumen kependudukan tidak valid 

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 Perangkat komputer 
2 Aplikasi SIAK (Sistem informasi Administrasi Kependudukan ) 
3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 ATK 
5 Buku Register dan Blangko Alda Kelahiran 

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Disimpan sebagai data elektronik dan manual 



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

pencatatan sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa 

Permohonan beserta berkas kelengkapan penerbitan 

catatan pinggir tentang Pengakuan Anak dari pemohon, 

apabila berkas belum lengkap maka akan dikembalikan 

ke pemohon, jika sudah lengkap maka didaftar/dicatat 

dalam buku pendaftaran dan sekaligus memberikan 

tanda terima pengambilan kepada pemohon;

Permohonan 

beserta berkas 

kelengkapan 

penerbitan catatan 

pinggir tentang 

Pengakuan Anak, 

Buku Bantu 

Pendaftaran

15 menit Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

penerbitan catatan 

pinggir tentang 

Pengakuan Anak 

yang telah 

diperiksa dan 

diregistrasi, Tanda 

terima 

pengambilan

2 petugas operator pencatatan sipil menginput kedalam 

database dan mencetakkan draft catatan pinggir 

tentang Pengakuan Anak kemudian diserahkan kepada 

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil;

Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

penerbitan catatan 

pinggir tentang 

Pengakuan Anak 

yang telah 

diverifikasi

2 Jam draft catatan 

pinggir tentang 

Pengakuan Anak

3 kepala bidang pelayanan pencatatan sipil memverifikasi 

draft catatan pinggir tentang Pengakuan Anak, jika 

belum benar maka akan diserahkan kepada operator 

pencatatan sipil untuk diperbaiki, jika sudah benar 

maka Kepala Bidang akan membubuhkan paraf dan 

mengajukan TTE;

draft catatan 

pinggir tentang 

Pengakuan Anak

2,5 Jam draft catatan 

pinggir tentang 

Pengakuan Anak 

yang telah 

diverifikasi

4 Kepala Dinas menandatangani secara elektronik catatan 

pinggir tentang Pengakuan Anak;

draft catatan 

pinggir tentang 

Pengakuan Anak 

yang telah 

diverifikasi

1,5 Jam catatan pinggir 

tentang 

Pengakuan Anak 

yang telah di TTE

5 operator pencatatan sipil mencetakkan catatan pinggir 

tentang Pengakuan Anak pada halaman belakang 

kutipan akta kelahiran asli kemudian diserahkan 

kepada petugas pengambilan ;

catatan pinggir 

tentang 

Pengakuan Anak 

yang telah di TTE

1,5 Jam Kutipan Akta 

Kelahiran dengan 

Catatan Pinggir 

tentang 

Pengakuan Anak

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tidak

Ya

Mulai



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

pencatatan sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

6 petugas pengambilan menyerahkan catatan pinggir 

tentang Pengakuan Anak kepada pemohon dengan 

sebelumnya meminta tanda terima pengambilan dari 

pemohon dan tanda tangan dari pemohon pada buku 

bantu pengambilan sebagai bukti bahwa  telah diambil;

Kutipan Akta 

Kelahiran dengan 

Catatan Pinggir 

tentang 

Pengakuan Anak

1 Jam Arsip Berkas 

Permohonan 

Catatan Pinggir 

tentang 

Pengakuan Anak

7 petugas arsip menerima salinan catatan pinggir tentang 

Pengakuan Anak yang telah disetujui oleh kepala dinas 

untuk ditempelkan pada register akta kelahiran dan 

mengarsip berkas permohonan.

Arsip Berkas 

Permohonan 

Catatan Pinggir 

tentang 

Pengakuan Anak

1 Jam Buku Register 

Akta Kelahiran 

yang terdapat 

Catatan Pinggir 

tentang 

Pengakuan Anak

Selesai



I 
NOMORSOP : SOP/OISOUKCAPIU010 
TGL. PEMBUATAN : ~M.eQ~ 
TGL. REVISI ./r·:10 
TGL. EFEKTIF 11/,)~:,,t'~ei 20~~1 

/~'~ 

DISAHKAN OLEH '/ / ~~iffil•~ ~ndudukan dan 

' l} ~. 
41_ n S K1ita Pekalongan 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN I ,,y~~ l DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL I 
',$/;/: 

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

~
".s-o·' .Sia. et Haliva, / S.H. M.Hum. 

+·~ ll1<(t.llf'~~O~ 198603 1 016 
NAMASOP: ~t5J!NrOlj7J;v' 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admlnistrasi Kependudukan 
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1 Menguasai pengoperasian aplikasi SIAK 
3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 4 tentang Perkawinan 2 Mampu mengoperasionalkan komputer 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 
5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 4 Oapat bekerja sama dalam tlm 
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Stander Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan 
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan 
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 

T entang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring 
11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
1 1 Perangkat komputer 
2 2 Aplikasi SIAK (Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan ) 
3 3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 4 ATK 

5 Buku register dan Blangko Alda Kelahiran 
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 
Jika Pelayanan Pencatatan Ganti Nama lni tidak d~aksanakan akan berdampak : Oisimpan sebagai data elektronlk dan manual 
1. Yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya akan dokumen kependudukan dengan nama baru 
2. Terkendalanya akses pelayanan publik ketika menggunakan nama baru 
3. Data pada dokumen kependudukan tidak valid 



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

pencatatan sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa 

Permohonan beserta berkas kelengkapan penerbitan 

catatan pinggir tentang Ganti Nama  dari pemohon, 

apabila berkas belum lengkap maka akan dikembalikan 

ke pemohon, jika sudah lengkap maka didaftar/dicatat 

dalam buku pendaftaran dan sekaligus memberikan 

tanda terima pengambilan kepada pemohon;

Permohonan 

beserta berkas 

kelengkapan 

penerbitan catatan 

pinggir tentang 

Ganti Nama , 

Buku Bantu 

Pendaftaran

15 menit Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

penerbitan catatan 

pinggir tentang 

Ganti Nama  yang 

telah diperiksa 

dan diregistrasi, 

Tanda terima 

pengambilan

2 petugas operator pencatatan sipil menginput kedalam 

database dan mencetakkan draft catatan pinggir 

tentang Ganti Nama  kemudian diserahkan kepada 

Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil;

Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

penerbitan catatan 

pinggir tentang 

Ganti Nama  yang 

telah diverifikasi

2 Jam draft catatan 

pinggir tentang 

Ganti Nama 

3 kepala bidang pelayanan pencatatan sipil memverifikasi 

draft catatan pinggir tentang Ganti Nama , jika belum 

benar maka akan diserahkan kepada operator 

pencatatan sipil untuk diperbaiki, jika sudah benar 

maka Kepala Bidang akan membubuhkan paraf dan 

mengajukan TTE;

draft catatan 

pinggir tentang 

Ganti Nama 

2,5 Jam draft catatan 

pinggir tentang 

Ganti Nama  yang 

telah diverifikasi

4 Kepala Dinas menandatangani secara elektronik catatan 

pinggir tentang Ganti Nama ;

draft catatan 

pinggir tentang 

Ganti Nama  yang 

telah diverifikasi

1,5 Jam catatan pinggir 

tentang Ganti 

Nama  yang telah 

di TTE

5 operator pencatatan sipil mencetakkan catatan pinggir 

tentang Ganti Nama  pada halaman belakang kutipan 

akta kelahiran asli kemudian diserahkan kepada 

petugas pengambilan;

catatan pinggir 

tentang Ganti 

Nama  yang telah 

di TTE

1,5 Jam Kutipan Akta 

Kelahiran dengan 

Catatan Pinggir 

tentang Ganti 

Nama 

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tidak

Ya

Mulai



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

pencatatan sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

6 petugas pengambilan menyerahkan catatan pinggir 

tentang Ganti Nama  kepada pemohon dengan 

sebelumnya meminta tanda terima pengambilan dari 

pemohon dan tanda tangan dari pemohon pada buku 

bantu pengambilan sebagai bukti bahwa  telah diambil;

Kutipan Akta 

Kelahiran dengan 

Catatan Pinggir 

tentang Ganti 

Nama 

2 Jam Arsip Berkas 

Permohonan 

Catatan Pinggir 

tentang Ganti 

Nama 

7 petugas arsip menerima salinan catatan pinggir tentang 

Ganti Nama  yang telah disetujui oleh kepala dinas 

untuk ditempelkan pada register akta kelahiran, 

mengarsip berkas permohonan.

Arsip Berkas 

Permohonan 

Catatan Pinggir 

tentang Ganti 

Nama 

1 Jam Buku Register 

Akta Kelahiran 

yang terdapat 

Catatan Pinggir 

tentang Ganti 

Nama 

Selesai



CASAR HUKUM : 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Alas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminlstrasi Kependudukan 
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 

1

5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Slptl 
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Ungkungan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 
7 Peraturan Menten Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formullr Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi 

Kependudukan 
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan 

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 
Tentang Pelayanan Adminiltrasi Kependudukan Secara Daring 

11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAITAN : 

1 
2 
3 
4 

PERINGATAN: 
Jika Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan lnl tidak dilaksanakan akan berdampak : 
1. Mendukung terciptanya tertib admlnlstrasi catatan sipil den tertib administrasi kependudukan 
.2. Menghindari dan mencegah penduduk memilikl kewarganegaraan dan dokumen kependudukan ganda 

NOMORSOP : SOP/DISDUKCAPIU011 

ITGL. REVISI 
.TGL EFEK 
DISAHKAN 

H 
I 
I 

Ias Kependudukan dan 
Sipil Kota Pekalongan 

\\ \ . Vff'' ,J Slimet,'ltariyadi, S.H., M.Hum. 
\\ ,<)~()".r:1---::.,. A-110 119650204 1986031 016 

NAMASOP: 

KUAUFIKASI PELAKSANA : 
1 Menguasal pengoperasian aptikasi SIAK 

2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

1s Kewarganegaraan 

3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 
4 Oapat bekerja sama dalam tim 

5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 

1 Seperangkat komputer 
2 Aplikasi SIAK (Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan ) 
3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 ATK 
5 Buku Register dan Blangko Akta Kelahiran 
PENCATATAN DAN PENOATAAN: 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

pencatatan sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa 

Permohonan beserta berkas kelengkapan penerbitan 

catatan pinggir tentang perubahan status 

kewarganegaraan  dari pemohon, apabila berkas belum 

lengkap maka akan dikembalikan ke pemohon, jika sudah 

lengkap maka didaftar/dicatat dalam buku pendaftaran 

dan sekaligus memberikan tanda terima pengambilan 

kepada pemohon;

Permohonan beserta 

berkas kelengkapan 

penerbitan catatan 

pinggir tentang 

perubahan status 

kewarganegaraan , 

Buku Bantu 

Pendaftaran

15 menit Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan catatan 

pinggir tentang 

perubahan status 

kewarganegaraan  yang 

telah diverifikasi dan 

diregistrasi, Tanda 

terima pengambilan

2 petugas operator pencatatan sipil menginput kedalam 

database dan mencetakkan draft catatan pinggir tentang 

perubahan status kewarganegaraan  kemudian diserahkan 

kepada Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil;

Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan catatan 

pinggir tentang 

perubahan status 

kewarganegaraan  

yang telah diverifikasi

2 Jam draft catatan pinggir 

tentang perubahan 

status 

kewarganegaraan 

3 kepala bidang pelayanan pencatatan sipil memverifikasi 

draft catatan pinggir tentang perubahan status 

kewarganegaraan , jika belum benar maka akan 

diserahkan kepada operator pencatatan sipil untuk 

diperbaiki, jika sudah benar maka Kepala Bidang akan 

membubuhkan paraf dan mengajukan TTE;

draft catatan pinggir 

tentang perubahan 

status 

kewarganegaraan 

2,5 Jam draft catatan pinggir 

tentang perubahan 

status 

kewarganegaraan  yang 

telah diverifikasi

4 Kepala Dinas menandatangani secara elektronik catatan 

pinggir tentang perubahan status kewarganegaraan ;

draft catatan pinggir 

tentang perubahan 

status 

kewarganegaraan  

yang telah diverifikasi

1,5 Jam catatan pinggir tentang 

perubahan status 

kewarganegaraan  yang 

telah di TTE

5 operator pencatatan sipil mencetakkan catatan pinggir 

tentang perubahan status kewarganegaraan  pada 

halaman belakang kutipan akta kelahiran asli kemudian 

diserahkan kepada petugas pengambilan;

catatan pinggir 

tentang perubahan 

status 

kewarganegaraan  

yang telah di TTE

1,5 Jam Kutipan Akta Kelahiran 

dengan Catatan Pinggir 

tentang perubahan 

status 

kewarganegaraan 

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tidak

Ya

Mulai



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

pencatatan sipil

Kabid 

Pencatatan Sipil
Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

6 petugas pengambilan menyerahkan catatan pinggir 

tentang perubahan status kewarganegaraan  kepada 

pemohon dengan sebelumnya meminta tanda terima 

pengambilan dari pemohon dan tanda tangan dari 

pemohon pada buku bantu pengambilan sebagai bukti 

bahwa  telah diambil;

Kutipan Akta 

Kelahiran dengan 

Catatan Pinggir 

tentang perubahan 

status 

kewarganegaraan 

2 Jam Arsip Berkas 

Permohonan Catatan 

Pinggir tentang 

perubahan status 

kewarganegaraan 

7 petugas arsip menerima salinan catatan pinggir tentang 

perubahan status kewarganegaraan  yang telah disetujui 

oleh kepala dinas  untuk ditempelkan pada register akta 

kelahiran,  mengarsip berkas permohonan .

Arsip Berkas 

Permohonan Catatan 

Pinggir tentang 

perubahan status 

kewarganegaraan 

1 Jam Buku Register Akta 

Kelahiran yang 

terdapat Catatan 

Pinggir tentang 

perubahan status 

kewarganegaraan 

Selesai



DASAR HUKUM : 

a 
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

f 1 Undang-Undang Nomor 24 T ahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Adminlstrasi Kependudukan 

5 Peratinn Pre&iden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaterv'Kota 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan 

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang 
Pe!ayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring 

11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAITAN : 
1 
2 
3 
4 

PERINGATAN : 

I
Jika Penerbitan Kutipan Kedua Aleta Pencatatan Sipil ini tidak dilaksanakan akan berdampak: 
1. Warga tidak mendapatkan haknya akan dokumen kependudukan (Alda Pencatatan Sipil) yang hilang atau rusak 

I 
,2. Warga tidak dapat mengakses berbagal macam Jenis pelayanan publik yang mempersyaratkan Akta Pencatatan Sipll 

NOMOR SOP : SOP/DISDUKCAPIU012 
TGL. PEMBUATAN : 3 
TGL. REVISI / 'f 
TGL. EFEKTIF 
DISAHKAN OLEH /,t ,pendudukan dan 

:ota Pekalongan 
:':rn fh;«~,11 )~' ll \I /j~11~ *r; 

NAMASOP: 

KUALIFIKASI PELAKSANA : 

Menguasai pengoperasian aplikasi SIAK 

2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

1 S.H.1 M.Hum. 
198603 1 016 
Pencatatan Sipil 

3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 
4 Dapat bekerja sama dalam tim 

5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 Seperangkat komputer 
2 Aplikasi SIAK (Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan ) 
3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 ATK 
5 Buku register dan Blangko Alda Pencatatan Sipil 

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 
Disimpan sebagai data elektronik dan manual 



Petugas 

Pendaftaran
Petugas Arsip Operator

Kabid 

Pelayanan 

Pencatatan 

Sipil

Kepala Dinas
Petugas 

Pengambilan

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa 

Permohonan beserta berkas kelengkapan penerbitan 

Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil dari pemohon 

apabila berkas belum lengkap maka akan dikembalikan 

ke pemohon, jika sudah lengkap maka didaftar/dicatat 

dalam buku pendaftaran dan sekaligus memberikan 

tanda terima pengambilan kepada pemohon. kemudian 

petugas pendaftaran menyerahkan permohonan beserta 

berkas kelengkapan kepada petugas arsip

Permohonan 

beserta berkas 

kelengkapan 

penerbitan 

Kutipan Kedua 

Akta Pencatatan 

Sipil, Buku Bantu 

Pendaftaran

15 menit Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

penerbitan 

Kutipan Kedua 

Akta Pencatatan 

Sipil yang telah 

diperiksa dan 

didaftar, Tanda 

terima 

pengambilan

SOP Pelayanan 

Penerbitan 

Kutipan Kedua 

Akta Pencatatan 

Sipil

2 Petugas Arsip mencarikan arsip register akta 

pencatatan sipil sesuai nomor register akta pencatatan 

sipil yang akan diterbitkan Kutipan Keduanya, jika 

tidak ada maka permohonan akan dikembalikan ke 

petugas pendaftaran dan petugas pendaftaran 

menghubungi pemohon guna konfirmasi, jika ada maka 

berkas permohonan dan register akta pencatatan sipil 

akan diserahkan kepada Operator Pencattan Sipil;

Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

penerbitan 

Kutipan Kedua 

Akta Pencatatan 

Sipil yang telah 

diperiksa dan 

didaftar

2 hari Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

penerbitan 

Kutipan Kedua 

Akta Pencatatan 

Sipil yang telah 

diperiksa dan 

didaftar, arsip 

register akta 

pencatatan sipil

4 Operator mencetak draft kutipan kedua akta 

pencatatan sipil kemudian hasil cetakan beserta berkas 

permohonan diserahkan  kepada Kabid Pelayanan 

Pencatatan Sipil untuk diverifikasi;

Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

penerbitan 

Kutipan Kedua 

Akta Pencatatan 

Sipil dan arsip 

register akta 

pencatatan sipil 

yang telah 

diverifikasi

2,5 Jam cetakan draft 

Kutipan Kedua 

Akta Pencatatan 

Sipil

5 Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil memverifikasi hasil 

cetakan draft kutipan kedua akta pencatatan sipil, jika 

belum benar maka akan diserahkan kembali ke 

operator untuk diperbaiki, jika sudah benar maka akan 

diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditanda 

tangani;

cetakan draft 

Kutipan Kedua 

Akta Pencatatan 

Sipil

2,5 Jam cetakan draft 

Kutipan Kedua 

Akta Pencatatan 

Sipil yang telah 

diverifikasi

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Ya

Mulai

yaTidak 

Tidak



Petugas 

Pendaftaran
Petugas Arsip Operator

Kabid 

Pelayanan 

Pencatatan 

Sipil

Kepala Dinas
Petugas 

Pengambilan

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

6 Kepala Dinas menandatangani Kutipan Kedua Akta 

Pencatatan Sipil;

cetakan draft 

Kutipan Kedua 

Akta Pencatatan 

Sipil yang telah 

diverifikasi

2,5 Jam draft Kutipan 

Kedua Akta 

Pencatatan Sipil 

yang telah 

ditandatangani 

oleh Kepala Dinas

7 Operator mencetak kutipan kedua akta pencatatan sipil 

yang telah ditanda tangani dan diserahkan kepada 

petugas pengambilan;

draft Kutipan 

Kedua Akta 

Pencatatan Sipil 

yang telah 

ditandatangani 

oleh Kepala Dinas

2,5 Jam cetakan kutipan 

kedua yang telah 

ditanda tangani

8 Petugas pengambilan menyerahkan Kutipan Kedua Akta 

Pencatatan Sipil kepada pemohon dengan sebelumnya 

meminta bukti tanda terima pengambilan dari pemohon 

dan tanda tangan pemohon pada buku bantu 

pengambilan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil;

cetakan kutipan 

kedua yang telah 

ditanda tangani

15 menit tanda terima 

pengambilan, 

tanda tangan 

pemohon pada 

buku bantu 

pengambilan

9 Petugas arsip menerima berkas permohonan dan 

menghimpun berkas  untuk diarsip.

 

Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

penerbitan 

Kutipan Kedua 

Akta Pencatatan 

Sipil dan arsip 

register akta 

pencatatan sipil 

yang telah 

diverifikasi

15 menit Arsip

selesai



CASAR HUKUM : 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasl 
Kependudukan 

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang--Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

4 Pera!lJran Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang--Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan &ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminlstrasi Kependudukan 

5 Peraturan Preslden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operaslonal Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsl dan 
Kabupaten/Kota 

7 Peraturan Menteri Dalam Negert RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

8 Peraturan Mentert Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Dlgunakan Dalam Adminlstrasi Kependudukan 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan 

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 
T entang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring 

11 Peraturan Daerah Provinsl Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasl Kependudukan 

KETERKAITAN : 

2 
3 
4 

PERINGATAN : 
Jika Penert>itan Kutipan Kedua Alda Pencatatan Slpil inl tidak dilaksanakan akan berdampak : 
1. Warga tidak mendapatkan haknya akan dokumen kependudukan (Alda Pencatatan Slpil) yang hllang atau rusak 
2. Warga tidak dapat mengakses berbagai macam jenis pelayanan publlk yang mempersyaratkan Akta Pencatatan Sipil 

NOMOR SOP : SOP/DISDUKCAPIU013 
TGL. PEMBUATAN : 3 Mei 2024 
TGL. REVISI 
TGL. EFEKTIF 
DISAHKAN OLEH _J,fr,',,J-'/~~~J>f!ndudukan dan 

:ota Pekalongan 
·1 r/ F''il!;'•', \ >u, h .I, ( £,:~/ ~I\ • 

l, I' I ~..r"~...od Muf.,IMHs.H .• M.Hum. 

NAMASOP: 

Menguasai pengoperasian aplikasi SIAK 

2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

986031 016 

3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 
4 Dapat bekerja sama dalam tim 

5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 Seperangkat komputer 
2 Aplikasi SIAK (Sistem informasi Administrasi Kependudukan ) 
3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 ATK 
5 Buku register dan Blangko Alda Pencatatan Sipil 

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 
Disimpan sebagai data elektronik dan manual 



Petugas 

Pendaftaran
Petugas Arsip Petugas Operator

Kabid 

Pelayanan 

Pencatatan 

Sipil

Kepala Dinas
Petugas 

Pengambilan

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir 

pelaporan serta menyerahkan persyaratan, apabila 

belum sesuai berkas dikembalikan untuk dipenuhi, 

apabila sudah sesuai maka petugas pendaftaran 

mencatat di buku pendaftaran dan memberikan tanda 

terima pengambilan selanjutnya menyerahkan kepada 

kepala bidang;

Permohonan beserta 

berkas kelengkapan 

penerbitan pembatalan 

Akta Pencatatan Sipil, 

Buku Bantu 

Pendaftaran

15 menit Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan pembatalan 

Akta Pencatatan Sipil 

yang telah diperiksa 

dan didaftar, Tanda 

terima pengambilan

2 kepala bidang menerima formulir pelaporan dan 

persyaratan, selanjutnya berkas diserahkan kepada 

petugas arsip untuk diperiksa kesesuaiannya;

Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan pembatalan 

Akta Pencatatan Sipil 

yang telah diperiksa 

dan didaftar

30 menit Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan pembatalan 

Akta Pencatatan Sipil 

yang telah diperiksa 

dan didaftar

3 petugas arsip memeriksa kesesuaian berkas 

permohonan dengan register akta pencatatan sipil dan 

selanjutnya diserahkan kepada petugas operator;

Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan pembatalan 

Akta Pencatatan Sipil 

yang telah diperiksa 

dan didaftar

2,5 jam Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan pembatalan 

Akta Pencatatan Sipil 

yang telah diperiksa 

dan didaftar, arsip 

register akta 

pencatatan sipil

4 petugas operator menginput pembatalan akta 

pencatatan sipil dan mencetak draft catatan pinggir 

pembatalan akta pencatatan sipil untuk diserahkan 

pada kepala bidang ;

Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan pembatalan 

Akta Pencatatan Sipil 

yang telah diperiksa 

dan didaftar, arsip 

register akta 

pencatatan sipil

Draft catatan pinggir 

pembatalan Akta 

Pencatatan Sipil

5 kepala bidang melakukan verifikasi, apabila tidak 

sesuai maka dikembalikan kepada petugas operator, 

apabila  sudah sesuai maka dimintakan tanda tangan 

kepala dinas;

Draft catatan pinggir 

pembatalan Akta 

Pencatatan Sipil

30 menit Draft catatan pinggir 

pembatalan Akta 

Pencatatan Sipil yang 

telah diverifikasi

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Mulai

Ya
Tidak



Petugas 

Pendaftaran
Petugas Arsip Petugas Operator

Kabid 

Pelayanan 

Pencatatan 

Sipil

Kepala Dinas
Petugas 

Pengambilan

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

6 kepala dinas menandatangani catatan pinggir   

pembatalan akta pencatatan sipil pada akta pencatatan 

sipil dan register akta pencatatan sipil serta mencabut 

akta pencatatan sipil yang dibatalkan;

Draft catatan pinggir 

pembatalan Akta 

Pencatatan Sipil yang 

telah diverifikasi

15 menit catatan pinggir 

pembatalan Akta 

Pencatatan Sipil pada 

kutipan akta 

pencatatan sipil dan 

register akta 

pencatatan sipil yang 

telah ditandatangani

7 petugas operator mencetak catatan pinggir pada akta 

pencatatan sipil yang dibatalkan dan catatan pinggir  

pembatalan akta pencatatan sipil pada register Akta 

pencatatan sipil;

catatan pinggir 

pembatalan Akta 

Pencatatan Sipil pada 

kutipan akta 

pencatatan sipil dan 

register akta 

pencatatan sipil yang 

telah ditandatangani

15 menit akta pencatatan sipil 

yang diberi catatan 

pinggir pembatalan 

Akta Pencatatan Sipil 

dan register yang diberi 

catatan pinggir 

pembatalan akta 

pencatatan sipil yang 

telah ditandatangani

8 petugas pengambilan menunjukkan catatan pinggir  

pembatalan akta pencatatan sipil kepada pemohon dan 

mencabut akta pencatatan sipil, selanjutnya 

menyerahkan berkas pembatalan akta pencatatan sipil 

kepada petugas arsip;

akta pencatatan sipil 

yang diberi catatan 

pinggir pembatalan 

Akta Pencatatan Sipil 

dan surat keterangan 

pembatalan akta 

pencatatan sipil yang 

telah ditandatangani

30 menit akta pencatatan sipil 

yang diberi catatan 

pinggir pembatalan 

Akta Pencatatan Sipil 

dan tanda terima 

pengambilan dan 

berkas pembatalan 

akta pencatatan sipil

9 petugas arsip menyisipkan berkas pembatalan akta 

pencatatan sipil ke dalam register akta pencatatan sipil;

akta pencatatan sipil 

yang diberi catatan 

pinggir pembatalan 

Akta Pencatatan Sipil 

dan tanda terima 

pengambilan dan 

berkas pembatalan 

akta pencatatan sipil

1 jam himpunan berkas 

pembatalan akta 

pencatatan sipilselesai



NOMORSOP : SOP/DISDUKCAPIU014 
TGL. PEMBUATAN : 3 Mei ?024 
TGL. REVISI :.-1-0'Mei 202~ 
TGL. EFEKTIF ~ ,: 1.6 f,1 -i~,; ... , ,, 

'• et ·~-
DISAHKAN OLEH re.' 1/ ~e~la,D~~ 'i9pendudukan dan 1 

Pe , ._. "tan i'I ll1\<ota Pekalongan 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN jn- 'o•l.f:_ '\ rJ I, I DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , . . , • j 
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

'~A 
:Sfa• t Ha ju,~ S.H. M.Hum. 
.LNl'f?,~~502,Q4 198603 1 016 

NAMASOP: riftf~ _7ticatatan Sipil 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1 Menguasai pengoperasian aplikasi SIAK 

3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2 Mampu mengoperasionalkan komputer 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

sebagaimana tslah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 
5 Peraturan Presiden Nomor 96 T ahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 4 Dapat bekerja sama dalam tim 
6 Peraturan Menlllri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota 5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI NOITlOr 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 

Persyaratan clan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatm Sipil 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan 

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang 
Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring 

11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa T engah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 1 Seperangkat komputer 
2 2 Aplikasi SIAK (Sistem informasl Admlnistrasi Kependudukan ) 
3 3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 4 ATK 

5 Buku register dan Blangko Akta Pencatatan Sipil 
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 
Jika Penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil ini tidak dilaksanakan akan berdampak : Oisimpan sebagal data elektronik dan manual 
1. Warga tidak mendapa1kan haknya akan dokumen kependudukan (Akta Pencatatan Sipil) yang hilang atau rusak 
2. Warga tidak dapa1 mengakses berbagai macam jenls pelayanan publik yang mempersyaratkan Akta Pencatatan Slpil 



Petugas 

Pendaftaran
Petugas Arsip Petugas Operator

Kabid 

Pelayanan 

Pencatatan 

Sipil

Kepala Dinas
Petugas 

Pengambilan

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir 

pelaporan serta menyerahkan persyaratan, apabila 

belum sesuai berkas dikembalikan untuk dipenuhi, 

apabila sudah sesuai maka petugas pendaftaran 

mencatat di buku pendaftaran dan memberikan tanda 

terima pengambilan selanjutnya menyerahkan kepada 

kepala bidang;

Permohonan beserta 

berkas kelengkapan 

penerbitan pembetulan 

Akta Pencatatan Sipil, 

Buku Bantu 

Pendaftaran

15 menit Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan pembetulan 

Akta Pencatatan Sipil 

yang telah diperiksa 

dan didaftar, Tanda 

terima pengambilan

2 kepala bidang menerima formulir pelaporan dan 

persyaratan, selanjutnya berkas diserahkan kepada 

petugas arsip untuk diperiksa kesesuaiannya;

Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan pembetulan 

Akta Pencatatan Sipil 

yang telah diperiksa 

dan didaftar

30 menit Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan pembetulan 

Akta Pencatatan Sipil 

yang telah diperiksa 

3 petugas arsip memeriksa kesesuaian berkas 

permohonan dengan register akta pencatatan sipil dan 

selanjutnya diserahkan kepada petugas operator;

Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan pembetulan 

Akta Pencatatan Sipil 

yang telah diperiksa 

2,5 jam Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan pembetulan 

Akta Pencatatan Sipil 

yang telah diperiksa, 

arsip register akta 

pencatatan sipil

4 petugas operator menginput pembetulan akta 

pencatatan sipil dan mencetak draft akta yang sudah 

dibetulkan serta   draft catatan pinggir pembetulan 

akta pencatatan sipil  untuk diserahkan pada kepala 

bidang;

Permohonan beserta 

kelengkapan 

penerbitan pembetulan 

Akta Pencatatan Sipil 

yang telah diperiksa, 

arsip register akta 

pencatatan sipil

30 menit Draft catatan pinggir 

pembetulan Akta 

Pencatatan Sipil dan 

draft akta pencatatan 

sipil yang sudah 

dibetulkan

5 kepala bidang melakukan verifikasi, apabila tidak 

sesuai maka dikembalikan kepada petugas operator, 

apabila  sudah sesuai maka dimintakan tanda tangan 

kepala dinas;

Draft catatan pinggir 

pembetulan Akta 

Pencatatan Sipil dan 

draft akta pencatatan 

sipil yang sudah 

dibetulkan

30 menit Draft catatan pinggir 

pembetulan Akta 

Pencatatan Sipil dan 

draft akta pencatatan 

sipil yang sudah 

dibetulkan dan di 

verifikasi

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Mulai

Ya
Tidak



Petugas 

Pendaftaran
Petugas Arsip Petugas Operator

Kabid 

Pelayanan 

Pencatatan 

Sipil

Kepala Dinas
Petugas 

Pengambilan

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

6 kepala dinas menandatangani akta pencatatan sipil 

yang sudah dibetulkan dan catatan pinggir   

pembetulan akta pencatatan sipil;

Draft catatan pinggir 

pembetulan Akta 

Pencatatan Sipil dan 

draft akta pencatatan 

sipil yang sudah 

dibetulkan dan di 

verifikasi

15 menit catatan pinggir 

pembetulan Akta 

Pencatatan Sipil dan  

akta pencatatan sipil 

yang dibetulkan dan 

telah ditandatangani

7 petugas operator mencetak akta pencatatan sipil yang 

dibetulkan dan  menyerahkan kepada petugas 

pengambilan untuk diserahkan kepada pemohon serta 

mencetak catatan pinggir pembetulan akta pencatatan 

sipil pada register akta yang dibetulkan;

catatan pinggir 

pembetulan Akta 

Pencatatan Sipil dan  

akta pencatatan sipil 

yang dibetulkan dan 

telah ditandatangani

15 menit akta pencatatan sipil 

yang sudah dibetulkan 

dan catatan pinggir 

pembetulan Akta 

Pencatatan Sipil yang 

telah ditandatangani

8 petugas pengambilan menyerahkan akta pencatatan 

sipil kepada pemohon dan mencatat di buku 

pengambilan, selanjutnya menyerahkan berkas 

pembetulan akta pencatatan sipil kepada petugas arsip;

akta pencatatan sipil 

yang sudah dibetulkan 

dan catatan pinggir 

pembetulan Akta 

Pencatatan Sipil yang 

telah ditandatangani

30 menit akta pencatatan sipil 

yang sudah dibetulkan, 

catatan pinggir 

pembetulan akta dan 

tanda terima 

pengambilan serta 

berkas pembetulan 

akta pencatatan sipil

9 petugas arsip menyisipkan berkas pembetulan akta 

pencatatan sipil ke dalam register akta pencatatan sipil;

catatan pinggir 

pembetulan akta  dan 

berkas pembetulan 

akta pencatatan sipil

1 jam himpunan berkas 

pembetulan akta 

pencatatan sipilselesai



i 
NOMORSOP : SOP/OISOUKCAPIL/015 
TGL. PEMBUATAN : 3 Mei 2024 
TGL. REVISI 
TGL. EFEKTIF 
DISAHKAN OL 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL I S.H. M.Hum. 
4 198603 1 016 

NAMASOP: nting Lainnya 

DASAR HUKUM : 
1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 200619ntang Administrasi 

Kependudukan 

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1 Menguasai pengoperaslan aplikasi SIAK 

3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 197419ntang Perkawinan 
2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admlnistrasi 
Kependudukan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasl Kependudukan 

3 Memahaml peraturan perundang-undangan yang terkait 
5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

4 Oapat bekerja sama dalam tim 
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota 5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 

2018 tentang P8fSyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang FormuUr Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi 
Kependudukan 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan 

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring 

11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 1 Seperangkat komputer 

2 2 Aplikasl SIAK (Sistem lnformasi Adminislrasl Kependudukan ) 
3 3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 4 ATK 

5 Buku register dan Blangko Alda Pencatatan Sipil 
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 
Jika Penerbitan Kutipan Kedua Alda Pencatatan Sipil ini tidak dilaksanakan akan berdampak : 
1. Warga tidak mendapatkan haknya akan dokurnen kependudukan (Alda Pencatatan Sipil) yang hilang atau rusak 

Disimpan sebagai data elektronlk dan manual 

2. Warga tidak dapat mengakses berbagai macam jenis petayanan publik yang mempersyaratkan Alda Pencatatan Sipil 



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

pencatatan sipil

Kabid 

Pelayanan 

Pencatatan 

Sipil

Kepala Dinas
Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir dan 

melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan, apabila 

belum sesuai maka berkas dikembalikan kepada 

pemohon, apabila sudah sesuai petugas pendaftaran 

mencatat di buku pendaftaran dan diserahkan kepada 

petugas operator;

Permohonan 

beserta berkas 

kelengkapan 

penerbitan 

peristiwa penting 

lainnya, Buku 

Bantu Pendaftaran

15 menit Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

penerbitan 

peristiwa penting 

lainnya yang telah 

diperiksa dan 

didaftar, Tanda 

terima 

pengambilan

2 petugas operator pencatatan sipil mencetakkan draft 

catatan pinggir tentang peristiwa penting lainnya 

selanjutnya diserahkan kepada Kabid Pelayanan 

Pencatatan Sipil;

kelengkapan 

penerbitan 

peristiwa penting 

lainnya yang telah 

diverifikasi

30 menit draft catatan 

pinggir peristiwa 

penting lainnya

3 Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil memverifikasi, 

apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam draft 

catatan pinggir tentang peristiwa penting lainnya 

dikembalikan kepada operator pencatatan sipil untuk 

diperbaiki dan apabila sudah benar membubuhkan 

paraf dan menyampaikan kepada kepala dinas draft 

catatan pinggir tentang peristiwa penting lainnya;

draft catatan 

pinggir peristiwa 

penting lainnya

1 jam draft catatan 

pinggir peristiwa 

penting lainnya 

yang telah 

diverifikasi

4 Kepala Dinas menandatangani draft catatan pinggir 

tentang peristiwa penting lainnya;

draft catatan 

pinggir peristiwa 

penting lainnya 

yang telah 

diverifikasi

1 jam draft catatan 

pinggir peristiwa 

penting lainnya 

yang telah ditanda 

tangani

5 operator pencatatan sipil mencetakkan catatan pinggir 

tentang peristiwa penting lainnya yang telah 

ditandatangani oleh kepala dinas pada halaman 

belakang kutipan akta pencatatan sipil asli dan 

menyerahkan pada petugas pengambilan;

draft catatan 

pinggir peristiwa 

penting lainnya 

yang telah ditanda 

tangani

30 menit kutipan akta capil 

yang telah diberi 

catatan pinggir 

peristiwa penting 

lainnya 

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Mulai

Tidak

Ya



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

pencatatan sipil

Kabid 

Pelayanan 

Pencatatan 

Sipil

Kepala Dinas
Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

6 petugas pengambilan menyerahkan kutipan akta 

pencatatan sipil yang catatan pinggirnya telah 

ditandatangani oleh Kepala Dinas kepada pemohon, 

namun sebelum menyerahkannya kepada pemohon 

Petugas pengambilan meminta tanda terima 

pengambilan dari pemohon dan tanda tangan pemohon 

pada buku bantu pengambilan

kutipan akta capil 

yang telah diberi 

catatan pinggir 

peristiwa penting 

lainnya 

15 menit tanda terima 

pengambilan, 

tanda tangan 

pemohon pada 

buku bantu 

pengambilan, 

berkas peristiwa 

penting lainnya

7 petugas pengambilan menghimpun dan mengarsip 

Permohonan beserta berkas kelengkapan. kemudian 

menyerahkan kepada petugas arsip untuk ditempelkan 

pada register akta pencatatan sipil;

tanda terima 

pengambilan, 

tanda tangan 

pemohon pada 

buku bantu 

pengambilan, 

berkas peristiwa 

penting lainnya

15 menit himpunan berkas 

peristiwa penting 

lainnya

8 Petugas arsip menempelkan salinan catatan pinggir 

yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas pada 

register akta pencatatan sipil dan mengarsipkan.

himpunan berkas 

peristiwa penting 

lainnya

15 menit Arsip

selesai



OASAR HUKUM : 

I 
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 

1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admlnistrasl 
Kependuduk.an 

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admlnistrasi 
Kependudukan sebagaimana talah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasl Kependudukan 

5 Ptnturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencat:atan Sipil 

I e Pera!uran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 T ahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi 
clan Kabupaten/Kota 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 106 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 
2018 tenting Persyaratan clan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

8 Peraturan MentBri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Admlnistrasi 
Kependudukan 

, 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan 

. 10 Peraturan Menteri Dalarn Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
1 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependuduk.an Secara Daring 
I 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah N01Tl01' 1 T ahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAITAN : 
1 
2 
3 
4 

PERINGATAN: 

I 

Jlka Penerbitan Akta Kelahiran inl tidak dllaksanakan ak.an berdampak : 
1. Warga tidak mendapatkan haknya akan dokumen kependudukan (Akta Kelahiran) 
2 Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran rendah 

NOMOR SOP : SOP/DISDUKCAPIU016 
TGL. PEMBUATAN : _3-Mei-202~ 
TGL. REVISI .;;;..10:Me( 2oi1,; 
TGL. EFEKTIF //~1.: ·).8'rvfei2024-°'t ,,'·\ --· •. 
DISAHKAN OLE~ •. ~.,.~_f<1 -~'-~ ndudukan dan 

l} I - . Kota Pekalongan 

• -:ii,-;, .. -· 
1•'! -<.f.•·""; I S.H. M.Hum. 

Vk,.. . 198603 1 016 
NAMASOP: ~y 
KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1 Menguasai pengoperasian aplikasl SIAK 

2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

3 Memahaml peraluran perundang-undangan yang terkait 

4 Oapal bekerja same dalam tim 

5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 Perangkat komputer 
2 Aplikasi SIAK (Sistem informasi Administrasi Kependudukan) 
3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 ATK 
_§_ E3uku Register dan Blangko Akta Kelahlran 
PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Oisimpan sebagai data elektronlk dan manuai 



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

pencatatn sipil

Kabid 

Pencatatan 

Sipil

Kepala Dinas
Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Pemohon mengajukan permohonan, mengisi dan 

menandatangani formulir sesuai dengan persyaratan, 

apabila persyaratan belum sesuai maka berkas 

dikembalikan, apabila sudah sesuai maka petugas 

pendaftaran mencatat di buku pendaftaran dan 

diserahkan kepada operator;

Permohonan 

beserta berkas 

kelengkapan 

lahir mati, Buku 

Bantu 

Pendaftaran

15 menit Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

lahir mati yang 

telah diperiksa 

dan 

diregistrasi, 

Tanda terima 

pengambilan

2 petugas operator pencatatan sipil menginput Surat 

Keterangan Lahir Mati kedalam database 

kependudukan dan mencetak draft Surat Keterangan 

Lahir Mati kemudian menyerahkan cetakan draft Surat 

Keterangan Lahir Mati kepada kepala bidang pelayanan 

pencatatan sipil untuk diverifikasi;

Permohonan 

beserta 

kelengkapan 

lahir mati yang 

telah diverifikasi

30 menit Draft Surat 

Keterangan 

Lahir Mati

3 kepala bidang pelayanan pencatatan sipil memverifikasi 

draft Surat Keterangan Lahir Mati, jika belum benar 

maka akan diserahkan kepada operator pencatatan sipil 

untuk diperbaiki, jika sudah benar maka akan 

membubuhkan paraf dan mengajukan TTE;

Draft Surat 

Keterangan Lahir 

Mati

30 menit surat 

keterangan 

lahir mati telah 

diverifikasi

4 Kepala Dinas menandatangani secara elektronik Surat 

Keterangan Lahir Mati;

surat keterangan 

lahir mati telah 

diverifikasi

15 menit surat 

keterangan 

lahir mati telah 

di TTE

5 petugas operator pencatatan sipil mencetak Surat 

Keterangan Lahir Mati kemudian menyerahkan cetakan 

Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas 

pengambilan;

surat keterangan 

lahir mati telah 

di TTE

30 menit surat 

keterangan 

lahir mati

6 petugas pengambilan menerima Surat Keterangan Lahir 

Mati, dan menyerahkan Surat Keterangan Lahir Mati 

kepada pemohon 

surat keterangan 

lahir mati

15 menit himpunan 

berkas lahir 

mati

KeteranganNo Kegiatan

Mutu BakuPelaksana

Mulai

Ya

Tidak



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

pencatatn sipil

Kabid 

Pencatatan 

Sipil

Kepala Dinas
Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

KeteranganNo Kegiatan

Mutu BakuPelaksana

7 petugas pengambilan menghimpun berkas permohonan 

dan menyerahkan himpunan berkas permohonan 

kepada petugas arsip;

himpunan berkas 

lahir mati

30 menit himpunan 

berkas lahir 

mati

8 petugas arsip menjilid dan mengarsipkan berkas 

permohonan Surat Keterangan Lahir Mati.

himpunan berkas 

lahir mati

1 jam Arsip

Selesai



i 
NOMORSOP : SOP/DISDUKCAPIU017 
TGL. PEMBUATAN : 3 Mel2024 
TGL. REVISI : 1 0)v1E!J:~02,4:--~ 
TGL. EFEKTIF :A6'..M."e1-~o:u: 1111_, '~ 
DISAHKAN OLEH I 'l.,:t(i'' v-,ea}~u· I -;~ependudukan dan 

~fata \Kota Pekalongan 
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 

} l", DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL I ~.- \,,, . ,, 
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK ~.SG' et H r~a i S.H. M.Hum. 

~-~.s-J'). - .1_%50?9' 1986031 016 
NAMASOP: •~ l.-~ ~n Biodata Penduduk 

DASAR HUKUM : KUAUFIKASI PELAKSANA : 
1 Undan~ang Nomor 24 T ahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adm1nlstrasi Kependudukan 

1 Menguasal pengoperasian aplikasi SIAK 
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkav.inan 2 Mampu mengoperasionalkan komputer 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 
5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

4 Dapat bekerja sama dalam tim 
6 Peraturan Ment.eri Dal am Negeri RI Nomor 52 T ahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota 5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 
7 Peraturan Ment.en DaJam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

10 Peraturan Daerah Provimi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAITAN: PERALATANIPERLENGKAPAN: 
1 1 Seperangkat komputer 
2 2 Aplikasi SIAK (Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan ) 
3 3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 4 ATK 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Jika Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk ini bdak dilaksanakan akan berdampak : Disimpan sebagai data elektronik dan manual 
1. WNI tersebut belum tercatat daJam database kependudukan (belum mendapatkan NIK) 
2. WNI tersebut tidak mendapatkan haknya akan dokumen kependudukan 



llat11Salra 

Operator Kabld •• Kedatu Pelay,mu Kepala Pot ... Pttoy•aba/ Ktlt•-.pa Petqu Re&l,ata- Paadaft#u Walrta OlltJ'llt 
Paadudu Peadaftaan Dl.aducapU Pc,ipabUaa Kelee&bpu 

P .. dudull 
I 1'--tu.gru Rq\Sh:r UK"ncnma dlUl mcmC'nksa lkrkrul pcrmohounn 10 mcnol llcrkM 

,,..~...,,.tan knsknp dnn pernohoo, apahila bcrlcns pcncrb1lrul OIOdnta pnmobonan 
bdum l<-ngknp mnlcn bt-rka, tidak dilrninn. Jlka sudah Mpcodud11kno, pcocrb1tan blOdata 
l<-"ib\P malaa bcrlau ducrima, dicft!At, dil,crl nomor Oulru Orullu )'till& ldnh 
dlUl dib<n tando lrruun pcngambilan, kcmudi.'Ul ....... Pffldal\aran d ipcnksa don 
pcNgM rcpolu m<nycmhlau1 bcrkns ke l.:cpolft didoftar,Taoda 
Bdnng; lmmA pcogambilaD 

3 krp.-.b bidang mcmv-,nfikasi bt-rlms, OJ>Abilil bcrkrul bcrlcu pcngnjuan IOmeoil herbs pcopjuao 
souru mnka kcpnla bidang mend 1S('Osisi bcrlau dnri pcnnohonan pennobonnn ynu.g 
pctugos pcloyana.u untuk dunpm olcb Operator tdah d rvcnlilaui 
lu>daJbran Penduduk. apahiln bcrluu tidak scsuru Tid.u 
mnlm krpnb bdang DlC"i='babkftn bt-rkrul kcp.'ldn '.(;P"'" pctug:u register ,w1uk dikogk:api ol<-b pcmobon, 

Ya 

4 Op<ralnr f'cndnftrunn Pendud\11< mcngiopul, uploacl bcrkas pc.upjuan 10 meml biodata druam 
bcrkns kc epWcns.l SIAK dan mcognjukan basil input I I p,noobooan yang dotabose (SIAK) 
untuk divcriftl<as.l ocaira clclctronik olch kcp,."\h I tclnb d ivcriftk.o!li 
bdang. 

5 kcpnb bidang mcmvenfiknsi basil input me.Wu, biodo.ta dalrun 5 mcnit blOdata druam 
aplikos, SIA!.:; 

I I dntabo.sc (SIAl,.l dal>ll>M<: (SIAK) 
I I I yang lrlah 

divcrifilalsi 

6 kcpal, dioos mcoandatangani pcngujuan p<rmobonan biodnta dnlrun 10 menit blodata dalrun 
pc.laJ'LUJllD kcpcudwluknn sccnro clc:ktrooik mrlalui database (SIAl,.1 yang databosc (SIAK) 
SIA!.:; lclab divcrilikasi yang 1rwb 

I - . I divalidasl olcb I kep,.'\1:1 di.nas 

7 Operator l'wdaflaran Pendud\11< mc.u<"Ctak basil biod:lla dnlam 10 mcnil Cctnkan bosil 
pcrmoboWID pclaya.unn kcpcodudu.kan dan database (SIA!.:) yang pcrmobooa.u 
mcmbcnkan hnsU cetakao kcpoda pctug'1!1 

I I Ir.lab divalidasi olc:b pc.layanon 
pcogombilan; kcpnla dinos kcpcndud\lkon 

8 Pctugos J)<'Dgambilan mcnycrabknn Biodaltl Pcndud\11< CctakRo basil 3 menit Bulru bru1tu 
kcpoda P,,mohoo dcngon o,bclumoyw mcminta tnoda pcnuohonan pcng,u.ubilan yang 
tcrima don tandntru,gan pcmobou poda bulru ban tu I , .. .-.. I pc.loyorum tclah 
pcogrunb 1Jnu; kcpcndud\lkan ditandatnngnni olc:b 

pcmobon 

9 Pctugns Regi,lrr mc.ugarsipkan bcrlcu biodata BcrkM Biodata 3 men.it Bcrkas Oiodnta 
pcndwltlk. 8 yong dianipknn 



I 
NOMORSOP : SOP/DISDUKCAPIU018 
TGL. PEMBUATAN : 3 Mei 2024 
TGL. REVISI : J~et 2024 ~-
TGL. EFEKTIF /,i'J6 M~i'2b24~1,t.,, '" 
DISAHKAN OLEH f 

Ii

".;',.- ~a1a-01n.a·~ ,ependudukan dan 
• ~;,yCeeniaJat~rr_si t Kata Pekalongan PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN '* 6 .. . ·• ,Y f 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ·, J'""~. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENOUDUK ,,,- Sfamet aH• wt1 S.H. M.Hum. 
:... O/.s-~IP. ~65Q; 04 198603 1 016 

NAMASOP: ' ~, .,.,.,.__- ·-··• -, ~" I . -;~e,rga 
~,ql.QNGt·1/ 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
1 Unclang-undang Nomor 24 Tahl..rl 2013 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 1 Menguasal pengoperasian aplikasi SIAK 
2 Undwlg--1.Jndang Nomor 23 T ahun 2014 tentang PernerintNn Daerah 
3 Undang-Undang Nomor 16 Tamm 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 4 tentang Perkawinan 2 Mampu mengoperasionalkan komputer 
4 Pera11nn Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tsntang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminlstrasi Kependudukan 

sebagairnal a llllah diubllh dengan Undang-Undang No. 24 T ahun 2013 tentang Adminis1rasi Kependudukan 3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 
5 Penmnn PrNiden Nomor 96 T ahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

4 Dapat bekerja sama dalam tim 
6 Peraturan Menteri Dalarn Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 

KabupatenlKota 5 Sanggup memberikan pelayanan prims kepada masyarakat 
7 Peraturan Menteri Delam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2016 l8ntang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 

8 Pera11Jran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administraai Kependudukan Secara Daring 

9 Peraturan Mentari Da1am Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 
Peraywatan dan Tata Cara Pendaltaran Penduduk dan Pe..::atatan Sipil 

10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAJT AN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
1 1 Seperangkat komputer 
2 2 Aplikasi SIAK (Sistem informasi Administrasi Kependudukan ) 
3 3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 4 ATK 

5 Blanko KK 
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Jika pelayanan penerbitan Kartu Keluarga ini tidak dilaksanakan akan befdampak : Disimpan sebagai data elektronik dan manual 1. Warga tidak dapat menunjukkan bukti jumlah anggota Keluarga, Susunan dan Hubungan antar anggota keluarga 
2. Warga tidak mendapatl(an haknya akan dokumen kependudukan 



Pelwana Xutu Baku 

Ko Ke&lata.n Operator Kabld 
Petu,-. Pelayanan Petugu Ket.enApA Pendaftaran Kepala Dlnu Kelenpapa.11 Waktu Output Pendaftaran 

Penduduk Pendaftaran Penp.mbUan 
Penduduk 

I Petugas pcndaftaran menerlma dan mcngccck berkas bcrkas pcr.;ynrntan 15 menit bcrkas pcr.;yamtnn 
pcr.;yaratan pcrmohonan pencrbitan KK, jlka belwn - pcnerbitnn KK pcnerbitan KK yang 
lcnglmp dan bcnar makn aJ<nn dlkcmbalilmn kcpo.da ( Mullf) tclah dicck, buku 
pcmohon untuk dipcrbaild dan dllcngkapi, jika sudah - bantu pcndaftaran, 
lcngknp clan bcnar maka akan didaftar pada buku bantu tanda terirua 
pcndallamn dan dibcri tande t.crima pcngambilan pcngambllan 
kcmudian pcrmol10nan nlcan discmhkan kepada operator 
pcndaftamn pcnduduk; 

2 Opcrnror penda.1\amn pcnduduk untuk mcnginput dan bcrkas pcrsyaratan 60 mcnlt hasil input KK 
mcrubeh clemcn data kc dalam database kepcndudukan, pcnerbitan IQ{ yang 
upload bcrlcas kc aplikasi SIAR scna mcngajukan basil tclah dicck 
input KK kcpada Kabid Pelayanan Pendaflnran Penduduk I- I 
untuk dl\'Clifikasl melalul aplikasi SW<; 

3 Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk mcmve1iftlmsi, hasll input KK 240 mcnit KK yang tclah 
jika belum lcngkap dan bcnar maka akan diJalrukan diverifikasi 
pcmbatalan pcnE13juan untuk dipcrbaild olch Operator, 

[jikn sudah benar make. Ke.bid Pclayanan Pendaftaran Ti< ak r h'a 
Penduduk akan membcrikan pcrsctujuan kemudian .~·. ·, : 
dlajukan kcpada Kepala Dinas untuk ditandatangani; 

4 Kepala Dlnas mcmvcrlfikasi pcngajuan pcrmohonan KK yang telah 240 menit KK yang telah di 
Pelayanan Pcndaftaran Penduduk, jilca bclum lcngkap dan diveriflkasl 'ITE 
bcnar Kcpala Dlnas mcmbotalkan pcngajuan pcrmohonan 

I •• ~•-~1 pcncrbitan KK, jlka sudah scsuai Kepala Dlnas I •. • . ,. ~·· .. ,•,,.·.} 

mcmbubuhkan TIE melalul apllkasi SIAK; 

5 Operator pendaftaran pcnduduk mencctak 1'1< clan KK yang telah di 60 menit cetakan KK 
menyerahkan kepada pctugas pcngambllan; 1-. I TIE 

6 Petugas Pengambllan menerima KK yang t.clah di'ITE oleh cctakan KK 60 menit cctakan KK yang 
Kepala Dinas dan menyerahkan KK kepada Pemohon slap diambil 
dengan scbelumnya meminta tanda terima dari Pemohon; 1111...:,,~;__..,i~· ,;~~>.-far, 

I 
7 Petugas Pengambllan mengarsipkan berkas pcr.;yaratnn - cctakan KK yang 240 menit Arslp 

permohonan pcnerbitan KK. slap diambll 



DASAR HUKUM : 

I 
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 

Und.io-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan 

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah 
3 Undano-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

4 Peraturan Pememtah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminlstrasi Kependudukan 

5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

I 
dan Kabupaten/Kota 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Alda Kelahiran 

8 Peraluran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Oaring 

9 Peraturan Menteri Oalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sip ii 

j 10 Peraturan Oaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

.KETERKAITAN: 
1 
2 
3 
4 

PERINGATAN: 
Jika Perekaman dan Penerbitan KTP elektronik ini lidak dilaksanakan akan berdampak : 
1. Warga lidak dapat menunjukkan bukli idenlitas diri 
2. Warga lidak dapat mengkases berbagal macam jenis pelayanan pubfik 
3. Warga lidak mendapatkan haknya akan dokumen kependudukan 

NOMORSOP 
TGL. PEMBUATAN 
jTGL. REVISI 
ITGL. EFEKTIF 
DISAHKAN OLEH 

NAMASOP: 

: SOP/DISDUKCAPIU019 

KUAUFIKASI PELAKSANA : 

Menguasai pengoperasian aplikasi SIAK 

2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

mdudukan dan 
.ota Pekalongan 

1· 
J S.H., M.Hum. 
198603 1 016 

1n Kartu Tanda Penduduk 

3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 

4 Dapat bekerja sama dalam tim 

5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 Perangkat komputer 
2 Aplikasi SIAK (Sistem lnformasi Administrasl Kependudukan ) 
3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 ATK 
5 Alat Perekam KTP-el 
6 Blanko KTP-el 
PENCATATAN DAN PENDATAAN: 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 



Petugas 

Pendaftaran

Operator Perekaman 

dan Pencetakan KTP-

el

Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip Kelengkapan Waktu Output

1 Petugas pendaftaran menerima dan mengecek berkas 

persyaratan permohonan penerbitan KTP-el, jika belum 

lengkap dan benar maka akan dikembalikan kepada 

pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi, jika sudah 

lengkap dan benar maka Petugas pendaftaran 

menyerahkan berkas persyaratan permohonan penerbitan 

KTP-el dan tanda terima pengambilan kepada Operator 

Perekaman dan Pencetakan KTP-el;

berkas persyaratan 

permohonan 

penerbitan KTP-el

15 menit berkas persyaratan 

permohonan 

penerbitan KTP-el 

yang telah dicek

SOP Penerbitan 

KTP-el

2 Operator Perekaman dan Pencetakan KTP-el melakukan 

perekaman KTP-el, kemudian memberikan tanda terima 

pengambilan kepada pemohon; 

berkas persyaratan 

permohonan 

penerbitan KTP-el 

yang telah dicek

240 menit database hasil 

perekaman KTP-el

3 Operator Perekaman dan Pencetakan KTP-el  mencetak KTP-

el setelah status perekaman PRR kemudian menyerahkan 

hasil cetakan KTP-el dan  berkas persyaratan permohonan 

penerbitan KTP-el kepada petugas pendaftaran, selanjutnya 

dimasukkan ke dalam buku bantu;

database hasil 

perekaman KTP-el

240 menit cetakan KTP-el setelah status 

perekaman PRR

4 Petugas pengambilan menyerahkan KTP-el kepada 

pemohon dengan sebelumnya meminta tanda terima 

pengambilan dari pemohon dan tanda tangan pemohon 

pada buku bantu pengambilan KTP-el;

cetakan KTP-el 120 menit KTP-el

5 Petugas Pengambilan menyerahkan berkas persyaratan 

permohonan penerbitan KTP-el kepada petugas arsip.

berkas persyaratan 

permohonan 

penerbitan KTP-el

240 menit Arsip

No Kegiatan

Mutu Baku

Ket

Pelaksana

Mulai

Selesai



CASAR HUKUM : 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
BIDANG PEI.AYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Alas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

:2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 

5 PerattJran Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

6 PerattJran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminlstrasi Kependudukan secara Daring 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

I 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAITAN: 

2 
3 
4 

PERINGATAN: 
Jika Pelaporan Datang penduduk ini tidak dilaksanakan akan berdampak : 
1. Warga tidak mendapatkan haknya akan dokumen kependudukan di tempat tujuan pindah 
:2. Warga tidak dapat mengakses berbagal macam jenis pelayanan publik 

NOMORSOP : SOP/DISDUKCAPIU020 
TGL. PEMBUATAN 
TGL. REVISI 
TGL. EFEKTIF 
DISAHKAN OLEH 

NAMASOP: 

KUALIFIKASI PEI.AKSANA : 

Menguasai pengoperasian aplikasi SIAK 

2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

(c{uk 

3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 

4 Dapat bekerja same dalam tim 

ludukandan 
1 Pekalongan 

l.,M.Hum. 
,03 1 016 

5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

PERAI.ATAN/PERLENGKAPAN : 
1 Perangkat komputer 
2 Aplikasi SIAK (Sistem informasi Administrasi Kependudukan ) 
3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 ATK 

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Disimpan sebagai data elektronik dan manual 



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

Pindah Datang

Kabid 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk

Kepala Dinas

Petugas 

Pengambilan

Petugas arsip Kelengkapan Waktu Output

1 Petugas pendaftaran menerima dan mengecek SKPWNI dari 

pemohon untuk dicek, jika belum benar maka SKPWNI 

akan dikembalikan kepada pemohon untuk diserahkan 

kembali ke daerah asal, jika sudah benar maka akan 

didaftar dan diberi tanda terima pengambilan kemudian 

oleh petugas pendaftaran akan menyerahkan SKPWNI 

kepada operator pindah datang;

SKPWNI 15 menit SKPWNI yang 

telah dicek

SOP Penerbitan 

Pindah Datang 

(KK dan atau KTP-

el)

2 Operator pindah datang menginput data berdasarkan 

SKPWNI dan mengajukan hasil inputan melalui aplikasi 

SIAK untuk diverifikasi Kabid Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk ;

SKPWNI yang telah 

dicek

240 menit Hasil input 

berdasarkan 

SKPWNI

3 Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk memverifikasi 

hasil input data, jika belum benar maka akan 

dikembalikan ke petugas operator pindah datang untuk 

diperbaiki, jika sudah benar maka akan disetujui melalui 

aplikasi SIAK kemudian diajukan kepada Kepala Dinas 

untuk diTTE;

Hasil input 

berdasarkan 

SKPWNI

240 menit Hasil input (KK) 

berdasarkan 

SKPWNI yang 

telah diverifikasi

4 Kepala Dinas memverifikasi pengajuan permohonan, jika 

belum benar maka pengajuan dibatalkan, jika sudah benar 

Kepala Dinas membubuhkan TTE KK melalui aplikasi 

SIAK;

Hasil input (KK) 

berdasarkan 

SKPWNI yang telah 

diverifikasi

240 menit Hasil input (KK) 

berdasarkan 

SKPWNI yang 

telah 

ditandatangani

5 Operator pindah datang mencetak KK dan atau KTP-el yang 

telah di TTE kemudian diserahkan kepada petugas 

pengambilan

Hasil input (KK) 

berdasarkan 

SKPWNI yang telah 

ditandatangani

60 menit Cetakan KK dan 

KTP-el

6 Petugas pengambilan menyerahkan KK dan atau KTP-el 

dengan sebelumnya meminta tanda terima pengambilan 

dari pemohon

Cetakan KK dan 

KTP-el

60 menit Tanda terima 

pengambilan, 

berkas pindah 

datang

7 Petugas pengambilan menyerahkan berkas pindah datang 

kepada petugas arsip

Tanda terima 

pengambilan, 

berkas pindah 

datang

240 menit Arsip

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku Ket

Mulai

YaTidak

Selesai



CASAR HUKUM : 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 

Undang--Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan 

2 Undang--Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
3 Undang.Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang.Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dHingkungan Pemerintah 

NOMORSOP : SOP/DISDUKCAPIU021 
ITGL. PEMBUATAN 3 •• _, 

ITGL. REVISI 
ITGL. EFEKTIF 
DISAHKAN OLEH 

NAMASOP: 

KUALIFIKASI PELAKSANA : 

Menguasai pengoperasian aplikasi SIAK 

2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

!ndudukan dan 
iota Pekalongan 

i, S.H., M.Hum. 
198603 1 016 

1k 

3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 

4 Dapat bekerja sama dalam tim 

Provinsi dan Kabupatenn<ota I 5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Admlnistrasi Kependudukan secara Daring 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 
Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

1 O Peraturan Daerah Provinsi Javva Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAfT AN : 

2 
3 
4 

PERJNGATAN: 
Jika Pelaporan Pindah penduduk lni tidak dilaksanakan akan berdampak : 
1. Warga tidak mendapatkan haknya akan dokumen kependudukan di tern pat tujuan pindah 
2. Warga tidak dapat mengkases berbagai macam jenis pelayanan publik 

PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
1 Seperangkat komputer 
2 Aplikasi SIAK (Sistem informasi Administrasi Kependudukan ) 
3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 ATK 

PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Disimpan sebagai data elektronik dan manual 



Petugas 

Pendaftaran

Operator Pindah 

Datang

Kabid 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk

Kepala Dinas
Petugas 

Pengambilan
Petugas Arsip Kelengkapan Waktu Output

1 Petugas pendaftaran menerima dan mengecek berkas 

persyaratan permohonan pindah, jika belum lengkap maka 

akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika 

sudah lengkap maka Petugas pendaftaran akan mengecek 

data kedalam database kependudukan, jika belum benar 

maka data akan dikonfirmasikan kepada pemohon untuk 

diperbaiki, jika data sudah benar maka akan didaftar dan 

diberi tanda terima pengambilan. kemudian petugas 

pendaftaran menyerahkan berkas persyaratan permohonan 

pindah ke operator pindah datang;

berkas persyaratan 

permohonan pindah

60 menit berkas 

persyaratan 

permohonan 

pindah yang telah 

dicek

2 Operator pindah datang menginput dan mengajukan 

SKPWNI untuk diverifikasi oleh Kabid Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk;

berkas persyaratan 

permohonan pindah 

yang telah dicek

240 menit Hasil input 

SKPWNI

3 Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk memverifikasi 

SKPWNI, jika belum benar maka akan dikembalikan ke 

petugas operator untuk diperbaiki, jika sudah benar maka 

akan verifikasi melalui aplikasi SIAK untuk di TTE Kepala 

Dinas;

Hasil input SKPWNI 240 menit Hasil input 

SKPWNI yang 

telah diverifikasi

4 Kepala Dinas memverifikasi pengajuan permohonan, jika 

belum benar maka pengajuan dibatalkan, jika sudah benar 

Kepala Dinas membubuhkan TTE pada SKPWNI melalui 

aplikasi SIAK;

Hasil input SKPWNI 

yang telah 

diverifikasi

240 menit SKPWNI yang 

telah diTTE

5 Operator pindah datang mencetak SKPWNI dan diserahkan 

kepada petugas pengambilan;

SKPWNI yang telah 

diTTE

120 menit Cetakan SKPWNI

6 Petugas pengambilan menyerahkan SKPWNI kepada 

pemohon dengan sebelumnya meminta tanda terima 

pengambilan dari pemohon dan tandatangan pemohon 

pada tanda terima pengambilan;

Cetakan SKPWNI 120 menit SKPWNI yang 

telah diTTE, tanda 

terima 

pengambilan, 

tanda tangan 

pada tanda terima 

pengambilan

7 Petugas pengambilan menyerahkan berkas persyaratan 

permohonan pindah beserta SKPWNI yang telah diTTE 

kepada petugas arsip.

berkas persyaratan 

permohonan 

pindah, SKPWNI 

yang telah diTTE

240 menit Arsip

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Mulai

YaTidak

Selesai



DASAR HUKUM : 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 

NOMORSOP 
TGL. PEMBUATAN 
TGL. REVISI 
TGL. EFEKTIF 
DISAHKAN OLEH 

NAMASOP: 

: SOP/DISDUKCAPIL/022 

KUALIFIKASI PELAKSANA : 

ipendudukan dan 
Kota Pekalongan 

Ii, S.H., M.Hum. 
141986031 016 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan 11 Menguasai pengoperasian aplikasi SIAK 

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

3 Undan!l-l.Jndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Petaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 

5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta 
Kelahiran 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring 
;9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 

I 

Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAIT AN : 
1 
2 
3 
4 
5 

PERINGATAN : 
IJika penerbitan Kartu ldentitas Anak inl tidak dilaksanakan akan berdampak: 
1. Warga tidak dapat menunjukkan bukti identitas diri 
2. Warga tidak dapat mengakses berbagai macam jenls pelayanan publik 
3. Warga tidak mendapatkan haknya akan dokumen kependudukan 

2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 

4 Dapat bekerja sama dalam tim 

5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 Seperangkat komputer 
2 Scanner 
3 Aplikasi SIAK (Sistem informasi Administrasl Kependudukan ) 
4 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
5 ATK 
6 Blanko KIA 
PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Dislmpan sebagai data elektronik dan manual 



Petugas 

Pendaftaran

Operator 

Penginputan 

dan Pencetakan 

KIA

Kabid 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk

Kepala Dinas
Petugas 

Pengambilan
Petugas arsip Kelengkapan Waktu Output

1 Petugas pendaftaran menerima dan mengecek berkas 

persyaratan permohonan penerbitan KIA, jika belum 

lengkap dan benar maka akan dikembalikan kepada 

pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi, jika sudah 

lengkap maka didaftar/dicatat dalam buku pendaftaran 

dan sekaligus memberikan tanda terima pengambilan 

kepada pemohon dan menyerahkan berkas persyaratan 

permohonan penerbitan KIA kepada Operator 

Penginputan dan Pencetakan KIA;

berkas 

persyaratan 

permohonan 

penerbitan KIA

30 menit berkas 

persyaratan 

permohonan 

penerbitan KIA 

yang telah dicek

2 Operator Penginputan dan Pencetakan KIA menginput 

data dan mengajukan kepada Kabid Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk untuk diverifikasi;

berkas 

persyaratan 

permohonan 

penerbitan KIA

240 menit database hasil 

penginputan KIA

3 Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk memverifikasi 

hasil input KIA, jika belum benar maka akan 

dikembalikan kepada operator penginputan dan 

pencetakan KIA untuk diperbaiki, jika sudah benar 

maka diajukan kepada Kepala Dinas untuk di TTE;

database hasil 

penginputan KIA

240 menit database hasil 

penginputan KIA 

yang telah 

diverifikasi

4 Kepala Dinas memverifikasi hasil input KIA, jika belum 

benar maka di batalkan, jika sudah benar maka KIA 

ditandatangani  secara elektronik;

database hasil 

penginputan KIA 

yang telah 

diverifikasi

240 menit database hasil 

penginputan KIA 

yang telah TTE

5 Operator Penginputan dan Pencetakan KIA mencetak 

KIA yang telah TTE kemudian menyerahkan kepada 

petugas pengambilan;

database hasil 

penginputan KIA 

yang telah TTE

120 menit cetakan KIA

6 Petugas pengambilan menyerahkan KIA kepada 

pemohon dengan sebelumnya meminta tanda terima 

pengambilan dari pemohon;

cetakan KIA 120 menit KIA

7 Petugas pengambilan menyerahkan berkas persyaratan 

permohonan penerbitan KIA kepada petugas arsip untuk 

diarsipkan

berkas 

persyaratan 

permohonan 

penerbitan KIA

240 menit Arsip

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Mulai

YaTidak

Selesai



3 NOMORSOP : SOP/OISDUKCAPIU023 
TGL. PEMBUATAN : 3 Mei2024 
TGL. REVISI : 10 Mel 202.4_ 
TGL. EFEKTIF , :-f6 Mai.10'2-'a ;-

OISAHKAN OLEH ;,'· 

~

~f!p~i9a~ ependudukan dan 
' ( 

~

:-icata 'n.. . Kota Pekalongan 

t ',-:PJ 
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN I~•® y DINAS KEPENDUOUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

'

~~.:.-/' '"" • BIDANG PELAYANAN PENOAFTARAN PENDUDUK s1a1'iet H ,~ Ii S.H .. M.Hum. 
~ 0...-.t,. .... i.::t,lR. 1_iiso2 4 1986031 016 

NAMASOP: ' 'If.- . ,, uk Rentan Administrasi 

DASARHUKUM KUAUFIKASI PELAKSANA : 
1 Undang~ndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admmistrasl Kependudukan 1 Menguasai pengoperasian eplikasi SIAK 
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminlstrasi 
Kependudukan sebaga,mana telah diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 3 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 

5 Peraturan Pres1den Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan den Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan S1pil 
4 Dapat bekerja sama dalam tim 

6 Peraturan Menteri Dalam Negen RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 
Provmsi dan Kabupaten/Kota 5 Sanggup memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

7 Peraturan Menten Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring 

8 Peraturan Menten Dalam Negen RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Preslden Nomor 96 Tahun 
2018 tentang Persyaralan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

9 Peraturan Oaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

10 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasl Kependudukan 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
1 1 Seperangkat komputer 
2 2 Aplikasi SIAK (Sistem informasi Administrasi Kependudukan ) 
3 3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 
4 4 ATK 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 
JIka Pendataan Penduduk Rentan Administrasl Kependudukan inI tidak dilaksanakan akan berdampak : Disimpan sebagai data elektronik dan manual 
1. WNI tersebut belum tercatat dalam database kependudukan (belum mendapatkan NIK) 
2. WNI tersebut tidak mendapat.kan haknya akan dokumen kependudukan 



Tim pendataan dan 

penerbitan dokumen 

kependudukan (Dinas 

Sosial, SATPOL, Camat, 

Kelurahan, BPN)

Petugas pendataan Operator

Kabid 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Penduduk

Kepala 

Dindukcapil

Petugas 

Pengambilan
Petugas arsip

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Tim memberikan rekomendasi kepada petugas 

pendataan

List data 

penduduk rentan 

adminduk

240 menit List data 

penduduk rentan 

adminduk

2 Petugas pendataan melakukan pendataan bagi 

penduduk yang menempati tanah negara atau tanah 

dalam kasus pertanahan atau musibah bencana alam

List data 

penduduk rentan 

adminduk

240 menit List data 

penduduk rentan 

adminduk

3 Hasil dari pendataan diserahkan kepada operator 

untuk dilakukan pengecekan biometrik, bagi penduduk 

yang sudah tercantum dalam basis data 

kependudukan mengisi formulir FR-1.02, bagi 

penduduk yang belum tercantum dalam basis data 

kependudukan penduduk mengisi formulir F-1.01.

List data 

penduduk rentan 

adminduk

240 menit print out 

pengecekan 

biometrik

4 operator melakukan perekaman data print out 

pengecekan 

biometrik

120 menit biodata

5 Kepala bidang menyetujui atau tidak, apabila setuju 

maka meneruskan pencetakan KK dan KTP, apabila 

tidak setuju maka berkas dikembalikan ke petugas 

pendataan untuk dilengkapi berkasnya

biodata 240 menit validasi data

6 Kepala Dinas menandatangani Biodata Penduduk dan 

menyerahkan kepada petugas pengambilan untuk 

diserahkan kepada pemohon;

validasi data 240 menit Biodata yang telah 

ditandatangani

7 Petugas pengambilan menyerahkan Biodata Penduduk 

kepada Pemohon dengan sebelumnya meminta tanda 

terima dan tandatangan pemohon pada buku bantu 

pengambilan serta menyerahkan formulir yang sudah 

diisi kepada petugas arsip untuk diarsipkan. .

Tanda terima 

Pengambilan

240 menit Buku bantu 

pengambilan yang 

telah 

ditandatangani 

oleh pemohon

8 Petugas pengambilan menyerahkan  formulir yang 

sudah diisi kepada petugas arsip untuk diarsipkan. .

formulir yang 

sudah di isi

240 menit arsip

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Mulai

YaTidak

Selesai



NOMORSOP : SOP/DISDUKCAPIU024 

DASAR HUKUM : 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

SEMUA BIDANG SERTA SEKRETARIAT 

Undang-l.Jndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminlstrasl 
Kependudukan 

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah; 

3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admlnistrasi 
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Admlnlstrasi Kependudukan 

4 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

TGL. PEMBUATAN : 3 Mel 2024 
TGL. REVISI 
TGL. EFEKTIF 
DISAHKAN OLEH f q_ 

,f* 

NAMASOP: 

1 Menguasai pengoperasian aplikasi SIAK 

2 Mampu mengoperasionalkan komputer 

f ependudukan dan 
l"~e!I Kota Pekalongan 

;,,_ 
\ I 

·)J . 
1d11 S.H.1 M.Hum. 
14 198603 1 016 

5 Peraturan Menteri Oalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Ungkungan Pemerintah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota 

3 Memahami peraturan perundang-tindangan yang terkait 

4 Dapat bekerja sama dalam tim 
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasl Kependudukan secara Daring 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Petaksanaan Peraturan Preslden Nomor 96 Tahun 2018 
ten tang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipll 

8 Peraturan Oaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyetenggaraan Administrasi Kependudukan 

9 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

5 Sanggup memberikan pelayanan prime kepada masyarakat 

KETERKAITAN: [!>ERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 1 Seperangkat komputer 
2 2 Aplikasi SIAK (Sistem informasi Administrasi Kependudukan ) 
3 3 Peraturan Perundang-Undangan terkait 

4 ·~ 

PERINGATAN: IPENCATATAN DAN PENDATAAN: 
Jika Petayanan LegarlSir Dokumen Kependudukan ini tidak dilaksanakan akan berdampak : I Disimpan sebagai data elektronik dan manual 
1. Warga tidak dapat mengkases berbagai macam jenis pelayanan publik yang mempersyaratkan Dokumen Kependudukan yang dilegalisir 



Petugas 

Pendaftaran

Pejabat yang 

berwenang 

melegalisasi

Petugas 

Pengambilan

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Pemohon menyerahkan ke petugas pendaftaran fotocopy Dokumen 

Kependudukan yang akan dilegalisir beserta Aslinya;

Fotocopy beserta 

asli dokumen yang 

akan dilegalisir

1 menit Fotocopy beserta 

asli dokumen yang 

akan dilegalisir

SOP Pelayanan 

Legalisir 

Dokumen 

Kependudukan 

dan Akta 

Pencatatan Sipil

2 Petugas pendaftaran meneliti keabsahan Dokumen Kependudukan yang 

akan dilegalisir apakah sudah sesuai dengan database kependudukan 

atau belum, jika sudah sesuai maka petugas pendaftaran akan 

menyerahkan fotocopy Dokumen Kependudukan yang akan dilegalisir 

beserta Aslinya kepada Pejabat yang berwenang melegalisasi Dokumen 

Kependudukan, jika belum sesuai maka akan dikembalikan ke 

pemohon;

Fotocopy beserta 

asli dokumen yang 

akan dilegalisir

1 menit Fotocopy beserta 

asli dokumen yang 

akan dilegalisir

3 Pejabat yang berwenang melegalisasi Dokumen Kependudukan 

melegalisir Dokumen Kependudukan dengan menandatangani fotocopy 

Dokumen Kependudukan;

Fotocopy beserta 

asli dokumen yang 

akan dilegalisir

10 menit Fotocopy beserta 

asli dokumen yang 

telah dilegalisir

4 Pejabat yang telah melegalisasi Dokumen Kependudukan menyerahkan 

fotocopy Dokumen Kependudukan yang telah ditandatangani berserta 

aslinya ke petugas pengambilan untuk diserahkan ke pemohon;

Fotocopy beserta 

asli dokumen yang 

telah dilegalisir

1 menit Fotocopy beserta 

asli dokumen yang 

telah dilegalisir

5 petugas pengambilan menyerahkan fotocopy Dokumen Kependudukan 

yang telah dilegalisir beserta aslinya kepada pemohon dengan 

sebelumnya meminta tandatangan pemohon pada buku bantu 

pengambilan serta mengambil 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen 

Kependudukan sebagai arsip.

Fotocopy beserta 

asli dokumen yang 

telah dilegalisir

2 menit Fotocopy beserta 

asli dokumen yang 

telah dilegalisir

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Mulai

YaTidak

Selesai



CASAR HUKUM : 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
DINA$ KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

SEMUA BIDANG SERTA SEKRETARIAT 

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasl Kependudul<an 
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administr11si Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasl 
Kependudukan 

5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota 

7 Peraturan Menten Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 
Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

• 8 Pemuran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 T ahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam 
Administrasl Kependudukan 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 

10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nornor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

11 Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nornor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

KETERKAITAN: 

2 
3 
4 

PERINGATAN : 

I 

Jika penanganan pengaduan rnasyarakal inl tidak dilaksanakan akan berdampak : 
1. Turumya nilai lndeks Kepuasan Masyarakat 

NOMORSOP • SOP/DISDUKCAPILJ025 
TGL. PEMBUATAN • 3 Mei 2024 
TGL. REVISI 
TGL. EFEKTIF ,"/~'\fP'M~nN ":~ 

DISAHKAN OLEHr.l. ~nv ~K~p.,.,..a~.fi f1'11a~ ..• ependudukan dan I ~eata~{.l S1 I Kota Pekalongan 
I* I ~,d; \y I 
r1 r.Jtff.-:: I I ,r~J-,,. ..,... 

Ii, S.H .. M.Hum. 
(04 198603 1 016 

NAMASOP: 

Mampu mengoperasionalkan komputer 

2 Memahaml peraturan perundang-undangan yang terkait 

3 Mampu berkomunikasi dengan baik 
4 Dapat bekerja sama dalam tim 

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 Seperangkat komputer 
2 Peraturan 
3 ATK 

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 
Dislmpan sebagai data elektronik dan manual 



Admin kontak 

pelayanan 

pengaduan

Kepala Bidang Kepala Dinas
Tim penanganan 

pengaduan

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 admin kontak pelayanan pengaduan melalui Email, 

Website maupun Sosial Media mengambil tangkapan layar 

(screenshot), mencatat aduan pada buku rekap aduan dan 

menyerahkannya kepada tim penanganan pengaduan

Tangkapan layar 

(Screenshot ) 

Email, Website 

atau Sosial Media

15 menit catatan aduan 

pada Buku 

rekap aduan

2 tim penanganan pengaduan mengkoordinasikan aduan 

yang ada kepada Kepala Dinas

catatan aduan 

pada Buku rekap 

aduan

30 menit catatan aduan 

pada Buku 

rekap aduan

3 Kepala Dinas mendelegasikan tugas kepada Kepala Bidang 

sesuai dengan jenis/bidang aduan

catatan aduan 

pada Buku rekap 

aduan

30 menit Perintah / 

Tugas

4 Kepala Bidang melakukan pengecekan di lapangan apakah 

terjadi pelanggaran/ketidaksesuaian dengan syarat teknis 

yang berlaku oleh pihak terlapor dan mencatat di buku 

laporan pemeriksaan

Perintah / Tugas 3 jam buku laporan 

pemeriksaan

5 Kepala Bidang membuat draft laporan hasil pemeriksaan 

lapangan untuk dibahas/dikoordinasikan dengan tim 

penanganan pengaduan

buku laporan 

pemeriksaan

30 menit draft laporan 

hasil 

pemeriksaan 

lapangan

6 Tim penanganan pengaduan memutuskan langkah-

langkah penyelesaian aduan dan menyusun/membuat 

serta menandatangani laporan hasil pemeriksaan 

lapangan

draft laporan 

hasil pemeriksaan 

lapangan

3 jam laporan hasil 

pemeriksaan 

lapangan

7 Kepala Dinas menelaah, mengoreksi dan memberikan 

persetujuan dengan menandatangani laporan hasil 

pemeriksaan lapangan yang telah dibuat oleh tim 

penanganan pengaduan

laporan hasil 

pemeriksaan 

lapangan

1 jam laporan hasil 

pemeriksaan 

lapangan yang 

telah disetujui 

Kepala Dinas

8 Tim penanganan pengaduan mengirimkan laporan hasil 

pemeriksaan lapangan kepada pihak terlapor untuk 

ditindaklanjuti

laporan hasil 

pemeriksaan 

lapangan yang 

telah disetujui 

Kepala Dinas

30 menit laporan hasil 

pemeriksaan 

lapangan yang 

telah disetujui 

Kepala Dinas

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Mulai



Admin kontak 

pelayanan 

pengaduan

Kepala Bidang Kepala Dinas
Tim penanganan 

pengaduan

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

9 Tim penanganan pengaduan menerima laporan 

tindaklanjut pemeriksaan lapangan dari Pihak terlapor 

atas tindaklanjut aduan yang telah dilaksanakan oleh 

pihak terlapor

laporan hasil 

pemeriksaan 

lapangan yang 

telah disetujui 

Kepala Dinas

1 jam laporan 

tindaklanjut 

dari pihak 

terlapor

10 Tim penanganan pengaduan melalui admin kontak 

pelayanan pengaduan memberikan tanggapan melalui 

Email, Website maupun Sosial Media yang menyatakan 

bahwa aduan telah ditindaklanjuti dengan penjelasan 

berdasarkan laporan tindaklanjut pemeriksaan lapangan 

dari pihak terlapor

laporan 

tindaklanjut dari 

pihak terlapor

15 menit Tanggapan 

melalui Email, 

Website 

maupun Sosial 

MediaSelesai



i 
NOMORSOP : SOP/OISDUKCAPIU026 
TGL. PEMBUATAN : 3.MeL.2024 
TGL. REVISI / :, 10 Mel 2024, 
TGL. EFEKTIF / ',. \': •-1.a-Mel .2._024. 
DISAHKAN O~ff~7 : ff~ie~~lat~t,!I!~~ Kependudukan dan 

I I t:r • . ~[,." t lpll Kota Pekalongan PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
( I /ht'/ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

~

~..,, I 
SEMUA BIDANG SERTA SEKRETARIAT lame ~' lladl S.H. M.Hum. 

:,,,_ Nlf¥.19650204 198603 1 016 
NAMASOP: 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKS 
1 Undang-uidang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 1 Mampu mengoperaslonalkan komputer Administrasi Kependudukan 
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

2 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Adminiltrasi Kependudukan &ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
3 Mampu berkomunikasl dengan balk 

Ad!rinittrni Kependudukan 
5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tenlang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 4 Dapat bekerja sama dalam tim Sipil 
6 Pemuran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Opernlonal Prosedur di lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 

96 Tahun 2018 tentang Perayaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 T ahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam 

Administrasi Kependudukan 
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Penlngkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahlran 
1 O Peraturan Daerah Provinsi Jawa T engah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyeleoggaraan Administrasi Kependudukan 

11 Peraturan Daerah Kola Pekalongan Nomor 8 T ahun 2015 tentang Penyelenggaraan Admlnistrasi Kependudukan 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
1 1 Seperangkat komputer 
2 2 Peraturan 
3 3 ATK 
4 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Jlka penanganan pengaduan masyarakat lnl tidak d1iaksanakan akan berdampak : Disimpan sebagal data elektronik dan manual 
1. Turunnya nilai lndeks Kepuasan Mnyarakat 



Pemohon
Petugas Pelayanan 

Pengaduan
Kepala Bidang Kepala Dinas

Tim Penanganan 

Pengaduan

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Pemohon menyampaikan aduan kepada Petugas 

pelayanan pengaduan

aduan secara 

tertulis

15 menit catatan aduan 

pada Buku 

rekap aduan

2 Petugas pelayanan pengaduan menerima dan 

mencatat aduan pada buku rekap aduan dan 

menyerahkannya kepada Tim Penanganan 

Pengaduan

catatan aduan 

pada Buku rekap 

aduan

15 menit catatan aduan 

pada Buku 

rekap aduan

3 Tim Penanganan Pengaduan mengkoordinasikan 

aduan yang ada kepada Kepala Dinas

catatan aduan 

pada Buku rekap 

aduan

15 menit catatan aduan 

pada Buku 

rekap aduan

4 Kepala Dinas mendelegasikan tugas kepada Kepala 

Bidang sesuai dengan jenis/bidang aduan

catatan aduan 

pada Buku rekap 

aduan

15 menit Perintah / 

Tugas

5 Kepala Bidang melakukan pengecekan di lapangan 

apakah terjadi pelanggaran/ketidaksesuaian dengan 

syarat teknis yang berlaku oleh pihak terlapor dan 

mencatat di buku laporan pemeriksaan

Perintah / Tugas 1 jam buku laporan 

pemeriksaan

6 Kepala Bidang membuat draft laporan hasil 

pemeriksaan lapangan untuk 

dibahas/dikoordinasikan dengan Tim Penanganan 

Pengaduan

buku laporan 

pemeriksaan

15 menit draft laporan 

hasil 

pemeriksaan 

lapangan

7 Tim Penanganan Pengaduan memutuskan langkah-

langkah penyelesaian aduan dan 

menyusun/membuat serta menandatangani laporan 

hasil pemeriksaan lapangan

draft laporan 

hasil 

pemeriksaan 

lapangan

1 jam laporan hasil 

pemeriksaan 

lapangan

8 Kepala Dinas menelaah, mengoreksi dan memberikan 

persetujuan dengan menandatangani laporan hasil 

pemeriksaan lapangan yang telah dibuat oleh Tim 

Penanganan Pengaduan

laporan hasil 

pemeriksaan 

lapangan

1 jam laporan hasil 

pemeriksaan 

lapangan yang 

telah disetujui 

Kepala Dinas

9 Tim Penanganan Pengaduan mengirimkan laporan 

hasil pemeriksaan lapangan kepada pihak terlapor 

untuk ditindaklanjuti

laporan hasil 

pemeriksaan 

lapangan yang 

telah disetujui 

Kepala Dinas

30 menit laporan hasil 

pemeriksaan 

lapangan yang 

telah disetujui 

Kepala Dinas

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Mulai



Pemohon
Petugas Pelayanan 

Pengaduan
Kepala Bidang Kepala Dinas

Tim Penanganan 

Pengaduan

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

No Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

10 Tim Penanganan Pengaduan menerima laporan 

tindaklanjut pemeriksaan lapangan dari Pihak 

terlapor atas tindaklanjut aduan yang telah 

dilaksanakan oleh pihak terlapor

laporan hasil 

pemeriksaan 

lapangan yang 

telah disetujui 

Kepala Dinas

30 menit laporan 

tindaklanjut 

dari pihak 

terlapor

11 Tim Penanganan Pengaduan melalui petugas 

pelayanan pengaduan memberikan tanggapan 

kepada pemohon yang menyatakan bahwa aduan 

telah ditindaklanjuti dengan penjelasan berdasarkan 

laporan tindaklanjut pemeriksaan lapangan dari 

pihak terlapor

laporan 

tindaklanjut dari 

pihak terlapor

15 menit Tanggapan 

secara langsung 

kepada 

pemohon

Selesai



I 
NOMORSOP : SOP/DISDUKCAPIU027 
TGL. PEMBUATAN : 3 Mei2024 
TGLREVISI : 1Q,Mef'%24~. 
TGL. EFEKTIF ;,;16tJe(2h24'>;,/ ., 
DISAHKAN OLEH 

~~r~-ala.·;P._~~s K pendudukan dan 
en~'" s;p! W,~ta Pekalongan 

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 
7 :0,··1 '"' r DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ~, ::? t '1 

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA s1anw1it Hadva I: S.H. M.Hum. 
".ro~~.PS029411986031 016 

NAMASOP: • ~{ o~~t:)Spnfirmasl Data 

CASAR HUKUM : KUALJFIKASI PELAKSANA : 
1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Alas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admlnistrasi Kependudukan 1 D3 

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Mampu berkomunikasi dengan baik 
3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkavvinan 3 Memiliki pengetahuan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) 
4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Petaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Adminlstrasl Kependudukan 

5 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Llngkungan Pemerintah 

Provins! dan Kabupaten/Kota 
7 Peraturan Menteri Dalam Negerf RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 

2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang FormuUr dan Buku Yang Digunakan Dalam Adminlstrasl 

Kependudukan 
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan alas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Percepatan Penlngkatan Cakupan KepemilIkan Akta Kelahiran 
10 Peraturan Oaerah Provins! Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyetenggaraan Admlnlstrasl Kependudukan 
11 Peraturan Daerah Kola Pekalongan Nomor B Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasl Kependudukan. 

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
1 1 Meja 
2 2 Kursi 
3 3 Personal Computer 
4 4 Aplikasi SIAI< 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Disimpan sebagai data elektronlk dan manual 



Pemohon Petugas Pelayanan
Administrator 

SIAK

Bidang 

Layanan 

Terkait

Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas 

pelayanan

Data yang akan 

dikonsolidasi

5 menit Data yang akan 

dikonsolidasi

2 Petugas pelayanan memberikan nomor antrian dan 

mengarahkan pemohon kepada Administrator SIAK

Data yang akan 

dikonsolidasi

5 menit Data yang akan 

dikonsolidasi, 

nomor antrian

3 Administrator SIAK memberikan layanan pada 

pemohon dengan melakukan verifikasi dan validasi 

data ke pusat. Apabila data pemohon tidak 

sesuai/bermasalah maka Administrator SIAK 

merekomendasikan ke bidang layanan terkait

Data yang akan 

dikonsolidasi, 

nomor antrian

15 menit Data yang 

dilaporkan ke 

pusat data 

Kementerian 

Dalam Negeri

4 Bidang layanan terkait memberikan layanan lanjutan 

kepada pemohon sesuai arahan dari administrator 

SIAK

Data yang 

dilaporkan ke 

pusat data 

Kementerian 

Dalam Negeri, 

berkas sesuai 

jenis layanan

30 menit Permohonan 

yang 

terselesaikan

5 Pemohon telah mendapatkan layanan sesuai dengan 

permohonan

Data yang 

dilaporkan ke 

pusat data 

Kementerian 

Dalam Negeri

5 menit Permohonan 

yang 

terselesaikan

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Keterangan

Mulai

Selesai

Ya Tidak
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/( / • • " n~tatan SI If Kola Pekalongan 
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DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL -~~1• ·1 ' .: 1
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BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA ,,. Slamet H: rl• I S.H. M.Hum. 

,\ -0 \lo/. . . - NtP. 1~: '41986031 016 

NAMA SOP ; ~(\;~~~_As l<,t pendudukan Digital 
~14, ___ r,.~_// 

DASAR HUKUM: KUAUFIKASI PELAKSJ ~VI~~.,:;,' 
1 Undang-Undlng Nomor 25 2009 tentang Pelayanan Publik; 

2 Nomor 24 Tahun 2013 tenting Perubahan Ata1 UU Nomor 23 Tahun 2006 lentang Admlni1trul Kependudukan; 1 Mampu mengoperasionalkan komputer 

3 Undang-Undang Nomor 23 2014 tenting Oaerah; 2 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 
4 Pemer1ntah Nomor 40 T1t11in 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2006 tenting Admlnlslraal 

Kependudukan aebagalmana lolah dlubah dengan Und1ng-Undang No. 24 Tahun 2013 tenting Kependudukan; 3 Mampu berkomunikasi dengan baik 

5 Prosiden Nomor 96 Tahun 2018 lcntang dan Tata Cara PendIftIran Penduduk dan Slpll; 4 Dapal bekerjasama dalam tim 

6 Peraturan Menter1 Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Proaedur dlllngkungan Pemerlntah 
Provins! dan Kabupaten/Kota; 

7 Perahnn Menter! Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 lentang Peraturan Pel1ksan11n Preslden Nornor 96 Tahun 
2018 lentlng dan Cara Pendallaran Penduduk dan Pencalalan Slpll; 

8 Peratunm Menter! Negerl RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formullr dan Buku Yang Dlgunakan Dalam Admlnlstraal 
Kependudukan; 

9 Peraluran Mentert Dalam Negeri RI Nornor 2 Tahun 2023 tenting Perubahan at11 Peraturan Menterl Oalam Negerl Nornor 7 Tahun 
2016 tentang Percepatan Penlngkatan Alda Kelahlran; 

10 Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor n Tahun 2022 Tenlang dan Spealfikaal Perangkal Karas, Perangkal Lunak, clan 
Tanda Penduduk Elektronlk Serta Penyelcnggaiaan ldentita1 Kependudukan Digital; 

11 Oaerah ProYinal Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 lentang Penyetenggaraan Admlnlstraal dan 

12 Peraturan Dlerlh Kota Pekalongan Nornor 8 2015 tentang Penyelenggaraan Admlnl1lrlal Kependudukan. 

KETERKAITAN; PERALATAN/PERLENGKAPAN: 
1 1 Seperangkat komputer 

2 2 Peraturan Perundang• 
3 3 ATK 
4 

PERINGATAN; PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Disimpan sebagai data elektronik dan manual 



Pelaksana

Pemohon Petugas Pelayanan
Persyaratan/ 

Kelengkapan
Waktu Output

1 Pemohon mengajukan permohonan kepada petugas 

pelayanan

Pemohon yang 

mengajukan

5 menit Pemohon yang 

akan aktivasi 

akun Identitas 

Kependudukan 

Digital

2 Pemohon menyiapkan persyaratan, mengunduh 

aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), 

membuka dan mengisi data-data yang dibutuhkan

KTP-el, Email & 

Nomor telepon 

aktif, Smartphone

15 menit Akun yang siap 

di verifikasi dan 

validasi

3 Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi 

data

Smartphone yang 

sudah siap untuk 

aktivasi akun 

Identitas 

Kependudukan 

Digital dan PC 

yang sudah 

membuka SIAK

10 menit Akun yang siap 

di aktivasi

4 Pemohon melakukan aktivasi akun Identitas 

Kependudukan Digital melalui email berupa PIN dan 

laman aktivasi

Email yang 

menerima pesan 

dari SIAK

15 menit Data yang 

dilaporkan ke 

pusat data 

Kementerian 

Dalam Negeri

5 Pemohon telah mendapatkan layanan sesuai dengan 

permohonan

Data yang 

dilaporkan ke 

pusat data 

Kementerian 

Dalam Negeri

5 menit Permohonan 

yang 

terselesaikan

Mutu Baku

No Kegiatan Keterangan

Mulai

Selesai

Ya

Tidak


